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ABSTRAK 

Wakaf adalah anjuran ibadah dalam agama islam mempunyai nilai manfaat 

ekonomi bersifat jangka panjang dan salah satu bentuk instrumen keuangan yang 

dapat digunakan untuk pembangunan kepentingan orang banyak seperti 

penyediaan sarana ibadah, sarana pendidikan, kesehatan, serta fasilitas umum 

lainnya  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan 

wakaf uang dan kesesuaian pelaporan keuangannya dengan Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah 

(BWUM) Sumatera Barat dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan praktik pengelolaan dan  

pengembangan wakaf uang yang dilaksanakan oleh BWUM Sumatera Barat 

belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku terkait dengan praktik 

pengeloaan wakaf uang oleh suatu Nazhir yang berbentuk institusi. Terkait 

pelaporan keuangan juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan PSAK 112 

dimana laporan keuangan yang disajikan oleh BWUM Sumatera Barat hanya 

terdiri atas laporan penghimpunan (uang masuk) dan laporan penggunaan (uang 

keluar) sedangkan pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terkait wakaf 

menyebutkan bahwa seharusnya terdapat lima komponen laporan keuangan yaitu 

laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan.  

 

Kata kunci : wakaf uang,akuntansi wakaf, PSAK 112 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.2 Latar Belakang 

Setiap  pemerintahan suatu negara memiliki tujuan untuk mensejahterakan 

kehidupan rakyatnya dengan keadilan sosial. Karena hal tersebut merupakan salah 

satu tujuan atau cita-cita dari Negara Indonesia yang sesuai dalam naskah 

Pembukaan Undang Undang 1945 pada alenia ke-4 :“Kemudian daripada itu ntuk 

membentuk pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa 

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum”. 

Pedoman dasar yang telah dimiliki Indonesia menuntut pemerintahan 

Indonesia untuk berusaha sebaik mungkin mengolah perekonomian Indonesia 

menjadi maju sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan keadilan 

sosial yang beradab. Maksud dan tujuan pemerintah yang tertera diatas didukung 

dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam Islam yang diharapkan dapat 

membantu dalam menyejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan sosial yang 

dimaksud salah satunya adalah wakaf. 

Wakaf adalah salah satu instrumen dalam membangun suatu proyek yang 

menghasilkan manfaat ekonomi kepada umat islam baik secara langsung maupun 

tidak langsung, karena merupakan salah satu alat pendistribusian kekayaan yang 

memainkan peran penting untuk menyediakan sarana ibadah, sarana pendidikan, 

kesehatan, serta fasilitas umum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan 

kebajikan umat islam (Rahman,2019) 
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Dalam sejarah Islam, wakaf dimulai sejak awal kenabian Muhammad SAW di 

Madinah yang ditandai dengan pembangunan Masjid Quba. Ini dianggap sebagai 

wakaf pertama dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan Masjid 

Nabawi di tempat di mana terdapat seorang gelandangan yang dibeli oleh Nabi 

Muhammad. juga memberikannya. Selain itu, Utsman bin Affan juga membeli 

sebuah sumur dan memberikannya untuk melayani umat Islam. Wakaf di 

kalangan non-Muslim untuk Misionaris diselesaikan oleh seorang Yahudi 

bernama Mukhairiq yang pernah berkata bahwa dengan asumsi dia terbunuh 

dalam Pertempuran Uhud, hartanya akan memiliki tempat dengan Nabi 

Muhammad SAW. (Rozalinda, 2016). 

Harta wakaf yang telah diserahkan bukan lagi menjadi hak milik pribadi 

tetapi beralih menjadi hak umat. Wakaf dapat sangat bermanfaat dan potensial 

dalam membangun ekonomi masyarakat jika dikelola secara optimal, oleh karena 

itu pemerintah harus melakukan perhatian ekstra terhadap lembaga wakaf yang 

dikelola oleh Nazhir (Hazami, 2016). 

Pada masa perubahan, pemerintah Indonesia benar-benar fokus pada wakaf 

dengan mengeluarkan Undang-undang Wakaf, lebih spesifiknya (RI, 2004) 

Undang-undang ini mengkaji secara mendalam tentang teknik-teknik wakaf. Oleh 

karena itu, Pemerintah memberikan Undang-undang Tidak Resmi No. 42 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004. 

Tentang Hukum. 41 Tahun 2004 Pasal 47 Kewenangan Umum mengatur 

keberadaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta kedudukan dan kewajibannya 

(Muhammad N., 2018). Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai kewajiban 

sebagai badan luar biasa yang membawahi cadangan wakaf secara luas. BWI 

memiliki kewajiban untuk menciptakan wakaf secara luas. Alamat atau Pusat 

BWI terletak di ibu kota Indonesia dan setiap daerah, lokal dan kota akan 

membentuk agen dari BWI secara kasus per kasus. Kemajuan wakaf saat ini harus 

dilihat dari kuantitas wakaf yang ada pada kelompok umat Islam, misalnya jumlah 
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masjid atau tempat ibadah umat islam, universitas Islam dan ormas-ormas Islam 

yang tetap berada di tanah wakaf. 

Pedoman pengawasan wakaf uang ada dalam Pasal 28-31 UU No. 41 Tahun 

2004 menyatakan bahwa wakaf tunai/tunai adalah wajar. Selain itu, Pasal 22-27 

PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf menyatakan bahwa wakaf 

tunai/tunai adalah wajar. Kemudian pada saat itu dipertegas lagi dengan Peraturan 

Imam Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran 

Wakaf Uang. Penatausahaan dan pembenahan wakaf uang dapat menjadi 

instrumen dalam program penanggulangan kemiskinan. Penjelasannya adalah 

karena wakaf uang adalah wakaf yang manfaatnya bermanfaat dan hasilnya dapat 

digunakan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung dan berada di 

bawah garis kemiskinan. 

Undang Undang mengenai Perwakafan dijadikan pedoman dasar bagi 

lembaga wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pencatatan 

akuntansi sangat perlu dilakukan karena sebagai informasi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan atas wakaf, sehingga dapat dijadikan sumber pemanfaatan 

wakaf yang berperan dalam penciptaan kesejahteraan umat, yang kemudian dapat 

dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan atas wakaf yang 

dikelolanya. Pencatatan, perlakuan dan pelaporan mengenai wakaf jika tidak 

dilakukan dapat menimbulkan kesulitan dalam pengukuran dan penilaian yang 

optimal dalam penyaluran wakaf (Mahasin, 2017). 

 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wijaya (2015), Yollanda (2018), 

Winata (2015) dan Mahasin (2017) menyatakan bahwa akuntansi pada aset wakaf 

harus dilakukan untuk mempertanggungjawabkan dan sebagai alat ukur Nazhir 

dalam mengelola wakaf yang bersangkutan.. Penelitian-penelitian terdahulu 

akhirnya menyusun laporan keuangan wakaf berdasarkan PSAK 45 tentang 



4 
 

 
 

Organisasi Nirlaba/ Non Profit serta pedoman yang dibuatnya sendiri oleh 

masing-masing Nazhir. 

Kekurangan didalam PSAK 45 bagi Nazhir yaitu tidak mengatur secara 

khusus mengenai penerapan akuntansi yang harus dilakukan oleh Nazhir dan 

pewakaf, oleh karena itu pada tanggal 22 Mei 2018 Dewan Standar Akuntansi 

Syariah IAI menerbitkan PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf bertujuan untuk 

menyamakan atau menseragamkan baik itu dalam hal pengakuan, pengukuran, 

penyajian, pengungkapan, kebijakan akuntansi lain dan pelaporan keuangan asset 

wakaf yang dikelola oleh Nazhir dan Wakif yang berbentuk organisasi dan badan 

hukum dalam penyusunan laporan keuangan (http://iaiglobal.or.id) . 

Penulis merasa bahwa Penelitian ini akan menjawab penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menyatakan bahwa perlunya standar khusus dalam pelaporan 

akuntansi wakaf yaitu menggunakan PSAK 112 yang secara khusus mengatur 

mengenai akuntansi wakaf. 

Organisasi atau Badan Hukum yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti 

yaitu Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM). Berdasarkan 

pemaparan diatas maka penelitian ini mengangkat judul mengenai “Analisis 

Praktik Pengelolaan Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah 

(BWUM) Sumatera Barat ”. 

1.2 Rumusan Masalah 

a.  Bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang 

Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM) ? 
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b.  Apakah laporan keuangan pada Badan Wakaf Uang Muhammadiyah 

(BWUM) sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK)  No 112 ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan 

Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat (BWUM). 

b. Untuk mengetahui kesesuaian pelaporan keuangan pada Badan Wakaf Uang 

Muhammadiyah Sumatera Barat dengan Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No 112. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pikiran khususnya mengenai 

penyusunan  laporan  keuangan Nazhir sesuai aturan PSAK 112. 

2. Keuntungan Hipotetis  

Memberikan sumbangan pemikiran untuk pemeriksaan tambahan dan 

sebagai bahan referensi yang dapat diandalkan untuk menambah 

pemahaman informasi bagi para pembaca, khususnya tentang bagaimana 

Nazhir dapat memaknai pengungkapan sumber daya wakaf dan penyusunan 

laporan fiskal sesuai PSAK 112. 

3. Untuk Lembaga Wakaf  

Manfaat dari penelitian ini setidaknya menghasilkan nilai guna bagi setiap 

kalangan dan terutamanya berguna bagi pihak Badan Wakaf Uang 
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Muhammadiyah Kota Padang Sumatera Barat dalam mengoreksi dan 

membantu penyusunan laporan keuangannya sesuai  PSAK 112. 

4. Bagi Akademisi 

Untuk dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam menganalisa 

penyajian laporan keuangan sehingga dijadikan acuan dalam membuat 

laporan keuangan khususnya laporan keuangan akuntansi wakaf yang sesuai 

dengan PSAK 112. 

5. Bagi donatur dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pengawasan 

terhadap lembaga penerima donasinya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Konsep Teori 

2.1.1. Pengertian wakaf 

  Pengertian Wakaf secara dalam bahasa, waqf dalam bahasa Arab dicirikan 

atau diartikan dengan al-habs “tahan lama”, dan al-man’u, “menghalangi”. 

Pembicaraan tentang wakaf dan perangainya menjadi bahan olok-olok di kalangan 

peneliti. Namun, pada dasarnya mereka menetap di beberapa sudut. Perbedaan ini 

muncul karena mereka berbeda dalam menerapkan pentingnya aduan yang mereka 

gunakan sebagai aduan untuk membantu pertikaian mereka. Hal ini menarik untuk 

disimak agar pembahasan dapat diurai dengan melihat rancangan filosofis dan 

pemikiran para peneliti (Rozalinda, 2016). 

Seperti yang ditunjukkan oleh istilah, para ahli Fiqh berbeda-beda dalam 

mengkarakterisasi wakaf menurut istilah, sehingga mereka kontras dalam 

meninjau gagasan wakaf itu sendiri. Perspektif yang berbeda tentang wakaf 

seperti yang ditunjukkan oleh istilah-istilah yang menyertainya (BWI, 2021) 

a.   Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap 

di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. 

Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, 

bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si 

wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi 

yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu 

mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “Tidak melakukan suatu 

tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan 

menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik 

sekarang maupun akan datang”.  

 

b.   Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf tidak melepaskan harta benda 

wakaf dari tanggung jawab wakif, namun wakat melarang wakif melakukan 

perbuatan yang dapat menyerahkan tanggung jawabnya atas harta benda
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kepada orang lain dan wakif wajib memberikan harta bendanya kepada orang 

lain. keuntungan dan tidak boleh mencabut wakaf. Demonstrasi wakif 

memanfaatkan hartanya untuk dimanfaatkan oleh mustahiq (penerima wakaf), 

meskipun apa yang dia miliki adalah sebagai upah, atau menjadikan hasil 

sehingga dapat digunakan seperti wakaf uang. 

 

c.   Mazhab Syafi'i dan Ahmad Hambal Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa 

wakaf adalah datangnya harta wakaf dari tanggung jawab wakif, setelah hasil 

metodologi wakaf. Wakif tidak boleh berbuat apa-apa terhadap harta yang 

diwakafkan, misalnya perlakuan terhadap pemiliknya melalui kepemilikan 

kepada orang lain, baik sebagai imbalan maupun tidak. Dalam hal wakaf akan 

menjadi wakaf, sumber daya yang diberikan tidak dapat diperoleh oleh 

penerima manfaat.    

 

d.   Mazhab lain ini setara dengan mazhab ketiga, namun berbeda dalam hal 

tanggung jawab terhadap objek wakaf, khususnya memiliki tempat dengan 

mauquf'alaih (yang diberi wakaf), meskipun mauquf'alaih tidak memenuhi 

syarat. untuk memindahkan barang wakaf, baik menjualnya atau 

memberikannya.  

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah diuraikan diatas, meskipun 

terjadi beberapa perbedaan dalam mengartikan mengenai wakaf bisa ditarik 

kesimpulan bahwa wakaf adalah filosofi teori ekonomi didalam islam yang 

dimaksudkan sebagai ibadah didalam aspek sosial ekonomi yang diharapkan 

dapat memberikan kesejahteraan terhadap umat dengan ridho Allah SWT. 

 

2.1.2 Dasar Hukum Wakaf 

a. Al-Qur‟an 

Di dalam Al-Qur‟an sebenarnya wakaf tidak disebutkan dengan tegas, 

namun beberapa ayat memberi petunjuk untuk mengamalkan wakaf sehingga 

dapat dijadikan rujukan seperti ayat yang menjadi rujukan dalam perwakafan 

adalah:  
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Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: 

1. (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 92) 

                           
                                                                                    

                    

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan 

sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal 

itu, sungguh Allah Maha mengetahui. 

2. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 261) 

                                                                   
                             

                                             
                                 

    

                                        
                        

Artinya : "Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti 

sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. 

Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, 

Maha Mengetahui."  

3. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 262) 

                                                            
                             

                                                                                         

                                               

Artinya : "Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak 

mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti 

(perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada 

rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." 
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b.  Al - Hadist 

Selain Al-Qur'an yang dijadikan sebagai sumber perspektif dalam 

mengamalkan wakaf, ada tambahan hadits yang dijadikan sebagai alasan untuk 

berwakaf: 

Dari Abu Hurairah RA.., Kurir Allah berkata: “Jika seorang anak Adam (manusia) 

meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali tiga hal: shadaqah Jariyah, informasi 

yang bermanfaat dan seorang pemuda yang saleh yang memohon kepada Allah 

untuk umatnya.” (HR. Muslim) 

Selain itu, ada tambahan hadits tentang wakaf pada masa Nabi: Dijelaskan dari 

Ibnu Umar ra bahwa Umar tabung al-Khathab ra mendapat tanah (kebun) di 

Khaibar, kemudian, pada saat itu, dia datang kepada Nabi untuk meminta 

petunjuk tentang tanah itu. Dia berkata, tanah di Khaibar; yang saya tidak pernah 

mendapatkan properti yang lebih baik bagi saya atas tanah; apa perintah Anda 

(kepada saya) sehubungan dengan itu? Nabi menjawab: “Dengan asumsi Anda 

membutuhkan, Anda memegangnya dan Anda memberikan bantuan (hasil).” 

Dengan cara ini, Umar memberikan tanah di yayasan, (dengan mengharuskan) 

bahwa tanah itu tidak dijual, tidak diberikan dan tidak diperoleh. 

Dia memberikan pengembalian kepada anggota keluarga fuqara', riqab (pekerja, 

individu yang dianiaya), sabilillah, ibn sabil, dan pengunjung. Tidaklah jahat bagi 

orang yang mengawasinya untuk memakan dari tanah (disampaikan) dengan cara 

yang layak dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai 

harta.” 
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2.1.3. Rukun dan Syarat Wakaf 

1. Rukun Wakaf 

   Wakaf diumumkan substansial jika memenuhi 4 poin dukungan (Depag, 2016),         

sebagai berikut: 

a. Pelakunya terdiri dari orang-orang yang memberkati sumber daya mereka      

(Wakif/wakaf). 

b. Barang atau harta benda sebagai wakaf (Mawquf bih). 

c. Penunjukan wakaf ( mauquf 'alaih) 

d. Shighat (pernyataan atau sumpah sebagai keinginan untuk menyediakan 

sumber dayanya termasuk jaminan jangka waktu dan penugasan. 

1. Syarat dari rukun Wakaf 

1. Wakif 

Pewakaf disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah 

dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sisni meliputi 4 

kriteria (Nurhayati, 2017), yaitu sebagai berikut : 

a) Mandiri, Wakaf yang dilakukan oleh seorang (budak sahaya) tidak sah, 

mengingat wakaf adalah pencabutan hak milik dengan memberikan hak 

milik kepada orang lain. Sementara budak tidak memiliki hak properti, dia 

dan apa yang dia miliki memiliki tempat dengan tuannya. Bagaimanapun, 

Abu Zahrah mengatakan bahwa fuqaha setuju, budak itu boleh 

menyediakan hartanya dengan asumsi ada persetujuan dari tuannya, 

karena dia adalah agennya. Bahkan Adz-Dzahiri (penganut Daud Adz-

Dzahiri) 

b) b) Wakaf, wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak halal, mengingat ia 

tidak bijaksana, tidak mumayyiz dan tidak layak untuk melakukan akad 

dan aktivitas lainnya. 

c) c) Dewasa (Baligh), Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa 

(baligh), hukumnya tidak sah dengan alasan bahwa ia dianggap tidak 

sopan untuk melakukan perjanjian dan lebih jauh lagi tidak diperlengkapi 

untuk mempersingkat hartanya. hak istimewa. 
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d) Tidak di bawah pengampunan. Motivasi di balik absolusi adalah untuk 

menahan harta agar tidak dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, 

dan untuk menahan diri agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Orang 

yang berada di bawah absolusi dianggap kikuk untuk mencapai sesuatu 

yang bermanfaat (tabarru'), maka pada saat itu wakaf yang dilakukan tidak 

sah. 

2. Mauquf Bih 

Dalam UU no. 41 Tahun 2004 dinyatakan bahwa tidak ada batasan berapa 

banyak harta wakaf. Padahal jika dilihat dari hukum wasiat, sangat 

penting bahwa larangan wakaf adalah 1/3 dari seluruh harta yang dimiliki. 

Jika dilihat dari syarat halal sumber wakaf adalah sebagai berikut: 

a) Sumber daya yang diberikan harus sebagai sumber daya yang 

penting (mutaqowwam). 

b) Harta wakaf harus jelas agar tidak menimbulkan pertanyaan 

c) Diklaim sepenuhnya oleh wakif 

d) Harta tersebut bukan milik bersama 

e) Syarat-syarat yang ditetapkan oleh wakaf yang berhubungan 

dengan wakaf. 

3.Mauquf ‘Alaih 

Wakaf harus digunakan di dalam sejauh mungkin dan diperbolehkan oleh 

syariat Islam. Karena pada dasarnya wakaf adalah tujuan yang mendekatkan 

manusia kepada Allah. Oleh karena itu, mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) harus 

menjadi pihak yang dermawan. Para faqih sepakat bahwa infaq kepada 

altruistiklah yang menjadikan wakaf sebagai cinta yang mendekatkan manusia 

kepada Tuhannya. 

Namun demikian, terdapat perbedaan penilaian antara faqih terhadap jenis 

cinta di sini, baik cinta itu menurut pandangan Islam atau menurut keyakinan 

wakif atau keduanya, khususnya menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif. . 

Kesimpulan ini adalah: 

a) Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) 

direncanakan untuk cinta menurut perspektif Islam dan seperti yang 

ditunjukkan oleh keyakinan wakif. Jika salah satunya tidak muncul, maka 

wakaf itu batal : 

1. Wakaf Islam adalah sah untuk setiap citra Islam dan perkumpulan 

dermawan, seperti fakir miskin, klinik, rumah aman dan sekolah. Jika 

wakaf selain syi'ar-syi'ar Islam dan perkumpulan yang besar, hukumnya 

tidak sah, misalnya klub judi. 

2. Wakaf non muslim halal untuk kepentingan umum, misalnya titik-titik cinta 

dalam pandangan Islam, misalnya pembangunan masjid, biaya masjid, 

bantuan kepada musafir dan lain-lain. Dalam hal selain publik besar dan 

titik-titik cinta dalam perspektif ketat mereka, misalnya, mendirikan 

sebuah jemaat, biaya berurusan dengan jemaat itu tidak sah. 

b) Mazhab Maliki mensyaratkan mauquf 'alaih (jatah wakaf) untuk cinta 

menurut perspektif wakif. Wakaf Muslim sah untuk semua syi'ar Islam 

dan kantor sosial umum. Juga wakaf non-Muslim tidak substansial untuk 

masjid dan citra Islam. 
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c) Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan bahwa mauquf 'alaih adalah 

demonstrasi cinta menurut sudut pandang Islam, tidak terlalu 

memperdulikan keyakinan wakif. Dengan demikian, sah wakaf Muslim 

dan non-Muslim untuk diberikan kepada tempat-tempat sosial seperti 

surga, tempat peristirahatan, dan tubuh tegak dalam Islam seperti masjid. 

Selanjutnya wakaf Muslim dan non-Muslim tidak sah untuk lembaga 

sosial yang tidak sesuai dengan Islam seperti jamaah. Secara khusus, para 

ahli fiqh dari mazhab Syafi'i (Syafi'iyyah) membagi penyebaran wakaf 

menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Kepada orang-orang tertentu (mungkin satu orang atau perkumpulan 

tertentu, misalnya wakaf kepada Muslim dan non-Muslim tertentu. 

Misalnya, Muslim kepada dhimmi adalah sah, seperti yang diberikan 

Syafiyah binti Huyyani, istri Nabi SAW, kepada saudaranya yang yahudi, 

untuk sementara wakaf kepada non muslim dan murtad dari muslim tidak 

halal. 

2. Untuk pihak yang tidak ditentukan. Alasan wakaf ini adalah untuk 

memberikan wakaf kepada individu yang mengalami dampak buruk dari 

kemelaratan dan kebutuhan secara keseluruhan atau untuk citra Islam 

dengan tujuan akhir cinta yang sah. Misalnya, wakaf untuk fakir miskin, 

mujahid, masjid, sekolah, rencana permainan jasa pemakaman, 

pertanggungan untuk gelandangan dan jihad. 

4) Shighat (sumpah wakaf) 

Salah satu pembahasan yang sangat luas dalam buku- buku fiqih ialah tentang 

shighat wakaf. Sebelum menjelaskan syarat-syaratnya, perlu diuraikan lebih 

dahulu pengertian, status dan dasar shighat (Depag, 2016). 

 

a). Pengertian shighat 

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad 

untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun 

shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari 

mauquh 'alaih. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga 

tidak menjadi syarat untuk berhaknya mauquf 'alaih memperoleh manfaat harta 

wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu. Ini menurut pendapat sebagian 

madzhab. 

b). Status shighat 

Status shighat (artikulasi), secara keseluruhan merupakan salah satu andalan    

wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. Setiap shighat mengandung ijab, dan 

boleh juga mengandung qabul. 

c). Dasar shighat 

Premis (pos) persyaratan shighat (artikulasi) adalah dengan alasan bahwa 

wakaf adalah penyerahan hak milik dan barang dan manfaat atau dari manfaat 

secara adil dan memiliki tempat dengan orang lain. Motivasi di balik menyerah 

dan memiliki melibatkan hati. Tidak ada seorang pun yang menyusup ke dalam 

hati orang lain dengan jelas, selain melalui pernyataannya sendiri. Sepanjang 

garis ini pengungkapan adalah metode untuk mengetahui tujuan seseorang. 

Persetujuan wakif jelas mengomunikasikan keinginan wakif untuk memberikan 
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wakaf. Ijab bisa berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak bisa 

menyampaikannya dengan kata-kata, ijab bisa melalui komposisi atau isyarat. 

 

Adapun lafadz shighat wakaf ada dua macam Nurhayati (2017), yaitu 

 

(1). Lafadz yang jelas (sharih), lafadz ini tidak mengandung suatu pengertian lain 

kecuali kepada wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini 

yaitu al–waqf (wakaf), al-habs (menahan), al-tasbih (berderma). Ibnu 

Qudamah berkata bahwa lafal-lafal yang sharih (jelas) yaitu waqaftu ( saya 

mewakafkan ), habistu ( saya menahan harta ) dan sabbaltu ( saya 

mendermakan ). 

(2). Lafadz kiasan (kinayah), Kalau lafazd ini menunjukan beberapa kemungkinan 

makna, bisa berarti wakaf dan bisa juga bermakna lain. dipakai, harus 

dibarengi dengan niat wakaf. Menurut Ibnu Qudamah lafal-lafal kiasan 

seperti “saya bersedekah” dan “saya abadikan”, jadi lafal sedekah atau nazar 

adalah lafal kiasan jika tidak disertai indikasi yang mengisyaratkan makna 

wakaf. 

 

2.1.3 Jenis Wakaf 

 

Menurut Nurhayati (2017) Jenis wakaf dibagi berdasarkan empat hal yaitu: 

 

1. Wakaf berdasarkan Peruntukan 

a. Wakaf Ahli (Wakaf Dzurri). Wakaf jenis ini kadang juga disebut wakaf ‘alal 

aulad, yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial 

dalam lingkungan keluarga, dan lingkungan kerabat sendiri. 

b. Wakaf Khairi (Wakaf Kebajikan) adalah wakaf yang secara tegas untuk 

kepentingan agama atau kemaslahatan umum. Seperti wakaf yang diserahkan 

untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan dan 

lain sebagainya. 

c. Wakaf berdasarkan jenis Harta 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dilihat dari jenis     

harta benda yang diwakafkan terdiri dari: 

 

1. Benda tidak bergerak. Wakaf yang dikenang karena hartanya yang tiada henti    

dibedakan menjadi: 

a)  Hak atas tanah sesuai dengan pengaturan hukum dan pedoman. 

b)  Bangunan atau bagian dari struktur yang tetap berada di atas tanah 

c)  Tumbuhan dan berbagai barang yang berhubungan dengan tanah 

d)  Kepemilikan unit loteng sesuai dengan pengaturan peraturan 

e)  Harta tak gentar lainnya sesuai dengan pengaturan standar syariah dan 

pedoman hukum. 

2.  Barang portabel selain uang tunai, terdiri dari: 

a)  Benda diberi nama benda bergerak karena sifatnya yang dapat dipindahkan 

atau dipindahkan atau karena pengaturan hukum. 
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b)    Barang-barang bergerak diisolasi menjadi barang-barang portabel yang 

dapat dihabiskan dan barang-barang serbaguna yang tidak dapat 

dihabiskan sebagai hasil dari pemanfaatan. 

c)    Barang bergerak yang dapat dibelanjakan karena pemanfaatannya tidak 

dapat diwakafkan, selain air dan bahan bakar minyak yang persediaannya 

ekonomis. 

d)   Barang bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan antara lain: kapal, 

pesawat terbang, mesin kendaraan, peralatan atau perangkat modern, 

logam dan batu berharga. 

e)    Barang-barang bergerak selain uang tunai karena pedoman hukum yang  

dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan standar syariah 

antara lain: Surat Berharga sebagai Surat Utang Negara, surat berharga, 

dan berbagai proteksi yang dapat dihargai dengan uang tunai; Hak 

kekayaan intelektual sebagai hak cipta, kebebasan nama merek, lisensi 

modern, kebebasan inovasi kepemilikan, hak keamanan terpadu, hak 

jaminan keragaman tanaman, kebebasan yang berbeda; hak istimewa 

untuk artikel seluler lainnya seperti kebebasan sewa, kebebasan 

penggunaan hasil, kebebasan penggunaan hasil untuk artikel portabel, 

komitmen, permintaan berapa banyak uang yang dapat dikumpulkan pada 

artikel serbaguna. 

 

1. Benda bergerak berupa uang (Wakaf Tunai) 

 

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam keuangan publik islam ( Islamic society 

finance) karena ajang ditemukan pada fikih klasik. Wakaf tunai merupakan 

peluang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan 

pelayanan sosial, karena lebih fleksibel pengelolaannya. 

Wakaf tunai adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang, kelompok orang, dan 

lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tim Dirjen Bimas Islam, 

2007) selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa membayar wakaf dengan 

benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil manfaatnya. 

Padahal saat ini sudah ada alternatif baru bagi wakif yang tidak memiliki asset 

untuk mewakafkan hartanya dengan cara wakaf tunai. 
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Dasar hukum wakaf tunai : 

“Dan para sahabat kita berbeda pendapat tentang berwakaf dengan dana dirham 

dan dinar. Orang yang memperbolehkan mempersewakan dirham dan dinar 

memperbolehkan berwakaf dengannya dan yang tidak memperbolehkan 

mempersewakan tidak mewakafkannya”. (HR Imam Nawawi) 

MUI Dalam fatwanya yang diberikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2002, 

mengatur tentang wakaf uang, khususnya (a) Wakaf Tunai (Wakaf Tunai/Waqf al-

Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan oleh orang perseorangan, perkumpulan, 

organisasi atau unsur yang sah. sebagai uang. (b) Termasuk dalam pengertian 

uang tunai adalah proteksi. (c) Wakaf Tunai/Wakaf al-Nuqud adalah wakaf yang 

dilakukan oleh orang perseorangan, perkumpulan, pendirian atau unsur yang sah 

berupa uang. (d) Wakaf tunai adalah sah (mungkin). (e) Nilai utama dari Wakaf 

Tunai harus dipastikan pengelolaannya, tidak boleh dijual, diberikan, maupun 

diperoleh. 

Wakaf dilihat dari segi waktu wakafnya dibedakan menjadi 2, khususnya 

muabbad, yaitu wakaf yang diberikan secara terus-menerus; mu'aqqot, khususnya 

wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. 

4. Wakaf dalam rangka pemanfaatan harta wakaf 

Dilihat dari pemanfaatan harta wakaf, wakaf dapat dipisahkan menjadi harta 

wakaf mubasyir/dhati yang menghasilkan administrasi umum dan dapat 

dimanfaatkan secara langsung seperti madrasah dan klinik darurat; Istitsmary 

adalah harta wakaf yang direncanakan untuk kepentingan pengembangan 

tenaga kerja dan produk yang diperbolehkan oleh syara' dalam struktur apapun 

dan kemudian hasilnya diberikan sesuai keinginan wakaf. 

2.2 Kegiatan Operasioanal Badan Pengelola Harta Wakaf 

Badan publik (pemerintah) telah memberikan UU no. 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf, yang mengatur tentang perwakafan dan pengurusannya. 



18 
 

 
 

Bahkan juga pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan UU no. 41 tahun 2004. 

2.2.1 Pengelola Wakaf (Nazhir) 

Nazhir adalah orang perseorangan, perkumpulan, atau unsur hukum yang 

diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi sumber daya wakaf sesuai 

dengan tujuan dan kapasitasnya (Anshori, 2005). Gerakan prinsip Nazhir 

sebagai pihak yang mengawasi sumber daya wakaf adalah mengumpulkan 

sumber daya wakaf sebagai barang-barang yang bersemangat, seperti halnya 

barang-barang bergerak dan untuk mengawasi dan menciptakan sumber daya 

wakaf yang telah dikumpulkan untuk melayani individu. 

 

Sesuai idengan iUU iwakaf i iNo. i41 itahun i2004 isebagai iberikut iRI, 

i(2004)i 

Pasal i9 i 

 

Nazhir imeliputi: i 

a. perseorangan; 

b. iorganisasi; iatau 

c. ibadan ihukum. 

 

Pasal i10 

 

(1) iPerseorangan isebagaimana idimaksud idalam iPasal i9 ihuruf ia ihanya I  

dapat imenjadi iNazhir iapabila imemenuhi ipersyaratan: 

a. warga inegara iIndonesia; 

b. beragama iIslam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu isecara ijasmani idan irohani; idan 

f. tidak iterhalang imelakukan iperbuatan ihukum. 

(2) iOrganisasi isebagaimana idimaksud idalam iPasal i9 ihuruf ib ihanya idapat 

imenjadi iNazhir iapabila imemenuhi ipersyaratan i: 
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a. pengurus iorganisasi iyang ibersangkutan imemenuhi ipersyaratan iNazhir i 

perseorangan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1); idan 

b. organisasi iyang ibergerak idi ibidang isosial, ipendidikan, i I                       

kemasyarakatan, idan/atau ikeagamaan iIslam. 

(3) iBadan ihukum isebagaimana idimaksud idalam iPasal i9 ihuruf ic ihanya 

idapat imenjadi iNazhir iapabila imemenuhi ipersyaratan: 

a. pengurus ibadan ihukum iyang ibersangkutan imemenuhi ipersyaratan 

Nazhir iperseorangan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1 i); idan 

b. badan ihukum iIndonesia iyang idibentuk isesuai idengan iperaturan 

perundang.undangan iyang iberlaku; idan 

c.  badan ihukum iyang ibersangkutan ibergerak idi ibidang isosial, ipendidikan, 

kemasyarakatan idan/atau ikeagamaan iIslam. 

 

Pasal i11 

 

Nazhir imempunyai itugas: 

a. rnelakukan ipengadministrasian iharta ibenda iwakaf; 

b. mengelola idan imengembangkan iharta ibenda iwakaf isesuai idengan 

itujuan, ifungsi, idan iperuntukannya; 

c. mengawasi idan imelindungi iharta ibenda iwakaf; 

d. melaporkan ipelaksanaan itugas ikepada iBadan iWakaf iIndonesia. 

 

 

Pasal i12 

 

Dalam imelaksanakan itugas isebagaimana.dimaksud idalam iPasal i11, iNazhir 

idapat imenerima iimbalan idari ihasil ibersih iatas ipengelolaan idan 

ipengembangan iharta ibenda iwakaf iyang ibesarnya itidak imelebihi i10% 

i(sepuluh ipersen). 

 

Pasal i13 

Dalam imelaksanakan itugas isebagaimana idimaksud idalam iPasal i11, iNazhir 

imemperoleh ipembinaan idari iMenteri idan iBadan iWakaf iIndonesia. 

 

Pasal i14 

a)    Dalam irangka ipembinaan isebagaimana idimaksud idalam iPasal i13, 

iNazhir iharus iterdaftar ipada iMenteri idan iBadan iWakaf iIndonesia. 

b) I Ketentuan ilebih ilanjut imengenai iNazhir isebagaimana idimaksud 

idalam iPasal i9 iPasal i10, iPasal i11, iPasal i12, idan iPasal i13, idiatur 

idengan iPeraturan iPemerintah. 

 

2.2.2 iBadan iWakaf iIndonesia i(BWI) 

UU iNo.41 iTahun i2004 ipasal i47 imengatur itentang ikeberadaan iBadan 

iWakaf iIndonesia i(BWI) i iRI,( i2004) i i: 
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Bagian iPertama iKedudukan idan iTugas 

 

Pasal i47 

 

a) iDalam irangka imemajukan idan imengembangkan iperwakafan inasional, 

idibentuk iBadan iWakaf iIndonesia. 

b) Badan iWakaf iIndonesia imerupakan ilembaga iindependen idalam 

imelaksanakan itugasnya. 

 

Pasal i48 

 

Badan iWakaf iIndonesia iberkedudukan idi iibukota iNegara iKesatuan iRepublik 

iIndonesia idan idapat imembentuk iperwakilan idi iProvinsi idan/atau 

iKabupaten/Kota isesuai idengan ikebutuhan. 

 

Pasal i49 

 

(1) iBadan iWakaf iIndonesia imempunyai itugas idan iwewenang: 

a. melakukan ipembinaan iterhadap iNazhir idalam imengelola idan 

mengembangkan iharta ibenda iwakaf; 

b. melakukan ipengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf 

berskala inasional idan iinternasional; 

c. memberikan ipersetujuan idan/atau iizin iatas iperubahan iperuntukan 

danstatus iharta ibenda iwakaf; 

d. memberhentikan idan imengganti iNazhir; 

e. memberikan ipersetujuan iatas ipenukaran iharta ibenda iwakaf; 

f. memberikan isaran idan ipertimbangan ikepada iPemerintah idalam 

penyusunan ikebijakan idi ibidang iperwakafan. 

(2) iDalam imelaksanakan itugas isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) iBadan 

iWakaf iIndonesia idapat ibekerjasama idengan iinstansi iPemerintah ibaik iPusat 

imaupun iDaerah, iorganisasi imasyarakat, ipara iahli, ibadan iinternasional, idan 

ipihak ilain iyang idipandang iperlu. 

 

Pasal i50 

 

Dalam imelaksanakan itugas isebagaimana idimaksud idalam iPasal i49, iBadan 

Wakaf iIndonesia imemperhatikan isaran idan ipertimbangan iMenteri idan 

Majelis iUlama iIndonesia. 

. 

Bagian iKedua iOrganisasi 

 

Pasal i51 

 

1) Badan iWakaf iIndonesia iterdiri iatas iBadan iPelaksana idan iDewan 

iPertimbangan. 
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2) Badan iPelaksana isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) imerupakan 

iunsur ipelaksana itugas iBadan iWakaf iIndonesia. 

3) Dewan iPertimbangan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) 

imerupakan iunsur ipengawas ipelaksanaan itugas iBadan iWakaf 

iIndonesia. 

 

Pasal i52 

 

1)    Badan iPelaksana idan iDewan iPertimbangan iBadan iWakaf iIndonesia 

isebagaimana idimaksud idalam iPasal i51, imasing-masing idipimpin 

ioleh i1 i(satu) iorang iKetua idan i2 i(dua) iorang iWakil iKetua iyang 

idipilih idari idan ioleh ipara ianggota. 

2)  iSusunan ikeanggotaan imasing-masing iBadan iPelaksana idan iDewan 

iPertimbangan iBadan iWakaf iIndonesia isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(1) iditetapkan ioleh ipara ianggota. 

 

 

Bagian iKetiga iAnggota 

 

Pasal i53 

 

Jumlah ianggota iBadan iWakaf iIndonesia iterdiri idari ipaling isedikit i20 i(dua 

ipuluh) iorang idan ipaling ibanyak i30 i(tiga ipuluh) iorang iyang iberasal idari 

iunsur imasyarakat. 

 

Pasal i54 

 

(1) iUntuk idapat idiangkat imenjadi ianggota iBadan iWakaf iIndonesia, isetiap 

icalon ianggota iharus imemenuhi ipersyaratan: 

a. warga inegara iIndonesia; 

b. beragama iIslam; 

c. dewasa; 

d. amanah; 

e. mampu isecara ijasmani idan irohani; 

f. tidak iterhalang imelakukan iperbuatan ihukum; 

g. memiliki ipengetahuan, ikemampuan, idan/atau ipengalaman idi i ibidang 

    iperwakafan idan/atau iekonomi, ikhususnya idi ibidang iekonomi isyariah. 

h. mempunyai ikomitmen iyang itinggi iuntuk imengembangkan iperwakafan 

inasional. 

(2) iSelain ipersyaratan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1), iketentuan 

imengenai ipersyaratan ilain iuntuk imenjadi ianggota iBadan iWakaf iIndonesia 

iditetapkan ioleh iBadan iWakaf iIndonesia. 
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Bagian iKeempat iPengangkatan idan iPemberhentian 

 

Pasal i55 

 

1)    Keanggotaan iBadan iWakaf iIndonesia idiangkat idan idiberhentikan 

ioleh iPresiden. 

2)    Keanggotaan iPerwakilan iBadan iWakaf iIndonesia idi idaerah idiangkat 

idan idiberhentikan ioleh iBadan iWakaf iIndonesia. 

3)    Ketentuan ilebih ilanjut imengenai itata icara ipengangkatan idan 

ipemberhentian ianggota isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idan 

iayat i(2) idiatur idengan iperaturan iBadan iWakaf iIndonesia. 

 

Pasal i56 

 

Keanggotaan iBadan iWakaf iIndonesia idiangkat iuntuk imasa ijabatan iselama 

i3 i(tiga) itahun idan idapat idiangkat ikembali iuntuk i1 i(satu) ikali imasa 

ijabatan. 

 

Pasal i57 

 

1)    Untuk ipertama ikali, ipengangkatan ikeanggotaan iBadan iWakaf 

iIndonesia idiusulkan ikepada iPresiden ioleh iMenteri. 

2)   iPengusulan ipengangkatan ikeanggotaan iBadan iWakaf iIndonesia 

ikepada iPresiden iuntuk iselanjutnya idilaksanakan ioleh iBadan iWakaf 

iIndonesia.  

3)    Ketentuan imengenai itata icara ipemilihan icalon ikeanggotaan iBadan 

iWakaf iIndonesia isebagaimana idimaksud ipada iayat i(2) idiatur ioleh 

iBadan iWakaf iIndonesia, iyang ipelaksanaannya iterbuka iuntuk iumum. 

 

Pasal i58 

 

Keanggotaan iBadan iWakaf iIndonesia iyang iberhenti isebelum iberakhirnya 

imasa ijabatan idiatur ioleh iBadan iWakaf iIndonesia. 

 

Bagian iKelima iPembiayaan 

 

Pasal i59 

 

Dalam irangka ipelaksanaan itugas iBadan iWakaf iIndonesia, iPemerintah iwajib 

imembantu ibiaya ioperasional. 
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Bagian iKeenam iKetentuan iPelaksanaan 

 

Pasal i60 

 

Ketentuan ilebih ilanjut imengenai isusunan iorganisasi, itugas, ifungsi, 

ipersyaratan, idan itata icara ipemilihan ianggota iserta isusunan ikeanggotaan 

idan itata ikerja iBadan iWakaf iIndonesia idiatur ioleh iBadan iWakaf iIndonesia. 

 

Bagian iKetujuh iPertanggungjawaban 

 

Pasal i61 

 

(1)  Pertanggungjawaban ipelaksanaan itugas iBadan iWakaf iIndonesia 

idilakukan  melalui ilaporan itahunan iyang idiaudit ioleh ilembaga iaudit 

iindependen idan  disampaikan ikepada iMenteri. 

(2) Laporan itahunan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idiumumkan 

ikepada imasyarakat. 

 

2.2.3 iPengelolaan iDan iPengembangan iHarta iBenda iWakaf 

Maju iatau imundurnya iperwakafan idi iIndonesia isalah isatunya idipengaruhi 

ioleh ikualitas iNazhir ialias ipengelola iaset. iKarena iitu, ipada itanggal i24 iJuli 

i2020 iBWI itelah imengeluarkan iPeraturan iBadan iWakaf iIndonesia i(BWI) 

iNomor i01 iTahun i2020 iTentang iPengelolaan iDan iPengembangan iHarta 

iWakaf i i(BWI i, i2020). i 

Ini iadalah ibagian idari iusaha imemproduktifkan iaset iwakaf imelalui 

ipembenahan ikapasitas isumber idaya iNazhir. iJika ikondisi iNazhir isudah 

iberkualitas, ibaik idari isisi ikemampuan imaupun imanajerial, imaka 

ipengelolaan iaset iwakaf ike iarah iproduktif idi iIndonesia iakan iberjalan ib iak 

ibola isalju iyang ikian imeraksasa. 

Peraturan iBadan iWakaf iIndonesia i(BWI) iNomor i01 iTahun i2020 

iTentang iPengelolaan iDan iPengembangan iHarta iWakaf i i(BWI i, i2020) i: 
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Pasal i1 

 

 i iDalam iPeraturan iBadan iini iyang idimaksud idengan i: 

 

1. i Wakaf iUang iadalah iwakaf iberupa iuang iyang idikelola isecara iproduktif, 

hasilnya idimanfaatkan iuntuk iMauquf ialaih. 

2. iWakaf iUang iLink iSukuk iadalah iWakaf iUang iyang ipengelolaannya 

iuntuk imembeli isukuk inegara. 

3. i iSurat iBerharga iSyariah iNegara iyang iselanjutnya idisingkat iSBSN iadalah 

isurat iberharga inegara iyang iditerbitkan iberdasarkan iprinsip isyariah, 

isebagai ibukti iatas ibagian ipenyertaan iterhadap iaset iSBSN, ibaik idalam 

imata iuang irupiah imaupun ivaluta iasing. 

4. i Wakaf iMelalui iUang iadalah iwakaf idengan imemberikan iuang iuntuk 

imembeli iatau imengadakan iharta ibenda itidak ibergerak iatau iharta ibenda 

ibergerak isesuai iyang idikehendaki iWakif iuntuk idikelola isecara 

iproduktif iatau isosial. 

5. i i Wakif iadalah ipihak iyang imewakafkan iharta ibenda imiliknya. 

6. i iMauquf iAlaih iadalah ipihak iyang iditunjuk iuntuk imemperoleh imanfaat 

idari iperuntukan iharta ibenda iwakaf isesuai ipernyataan ikehendak iWakif 

iyang idituangkan idalam iAIW. 

7. i iIkrar iWakaf iadalah ipernyataan ikehendak iWakif iyang idiucapkan isecara 

ilisan idan/atau itulisan ikepada iNazhir iuntuk imewakafkan iharta ibenda 

imiliknya. 

8. IAkta iIkrar iWakaf iyang iselanjutnya idisingkat iAIW iadalah ibukti 

ipernyataan ikehendak iWakif iuntuk imewakafkanharta ibenda imiliknya 

iguna idikelola iNazhir isesuai idengan iperuntukan iharta ibenda iwakaf 

iyang idituangkan idalam ibentuk iakta. 

9. I iNazhir iadalah ipihak iyang imenerima iharta ibenda iwakaf idari iWakif 

iuntuk idikelola idan idikembangkan isesuai idengan iperuntukannya. 

10. IHarta iBenda iWakaf iadalah iharta ibenda iyang imemiliki idaya itahan 

ilama i idan/atau imanfaat ijangka ipanjang iserta imempunyai inilai 

iekonomi imenurut isyariah iyang idiwakafkan ioleh iWakif. 

11. Formulir iWakaf iUang iadalah ipernyataan ikehendak iWakif iyang 

iberfungsi isebagai iAIW. 

12. iLembaga iKeuangan iSyariah iyang iselanjutnya idisingkat iLKS iadalah 

ibadan ihukum iIndonesia iyang ibergerak idibidang ikeuangan isyariah. 

13. i Pejabat iPembuat iAkta iIkrar iWakaf iyang iselanjutnya idisingkat iPPAIW 

iadalah pejabat iLKS-PWU iyang iditetapkan ioleh iMenteri iAgama iuntuk 

imembuat Formulir iWakaf iUang. 

14. Lembaga iKeuangan iSyariah iPenerima iWakaf iUang iyang iselanjutnya 

disingkat iLKS-PWU iadalah iLKS iyang isecara iresmi iditetapkan ioleh 

Menteri Agama. 

15. iBank iSyariah iadalah ibank iumum isyariah idan iunit iusaha isyariah idari 

ibank iumum ikonvensional iserta ibank ipembiayaan irakyat isyariah. 

16. iSertifikat iWakaf iUang iadalah isurat ibukti iyang idikeluarkan ioleh iLKS-

PWU ikepada iWakif idan iNazhir itentang ipenyerahan iWakaf iUang. 
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17. iBadan iWakaf iIndonesia iyang iselanjutnya idisingkat iBWI iadalah 

ilembaga iindependen idalam ipelaksanaan itugasnya iuntuk 

imengembangkan iperwakafan idi iIndonesia. 

18. iBaitul iMaal iWa iTamwil iatau iKoperasi iSimpan iPinjam idan iPembiayaan 

iSyariah iadalah ikoperasi iyang ikegiatan iusahanya imeliputi isimpanan, 

ipinjaman idan ipembiayaan isesuai iprinsip isyariah, itermasuk imengelola 

izakat, iinfaq/sedekah, idan iwakaf. 

19. ICadangan iadalah ihasil ibersih iatas ipengelolaan idan ipengembangan iharta 

ibenda iwakaf iyang idialokasikan iuntuk ibiaya iasuransi, ireinvestasi, ibiaya 

ipemulihan iaset, i ibiaya iresiko iyang itimbul isehubungan idengan 

ipengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf. 

 

Pasal i2 

 

(1) INazhir iwajib imengelola idan imengembangkan iharta ibenda iwakaf isesuai 

dengan itujuan, ifungsi idan iperuntukannya. 

(2) Pengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf ioleh iNazhir 

sebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idilakukan isecara iproduktif isesuai 

dengan iprinsip isyariah idan iperaturan iperundang-undangan. 

(3) IDalam imengelola idan imengembangkan iharta ibenda iwakaf, iNazhir idapat 

meminta ibiaya iadministrasi idan/atau ibiaya ioperasional ikepada iwakif 

dengan itidak imengurangi iwakaf. 

(4) Dalam ihal ipengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf 

sebagaimana idimaksud ipada iayat i(2) idiperlukan ipenjamin imaka 

digunakan ilembaga ipenjamin isyariah. 

 

 

Pasal i3  

 

(1)  Dalam imengelola idan imengembangkan iharta ibenda iwakaf, iNazhir 

idilarang imelakukan iperubahan iperuntukan iharta ibenda iwakaf ikecuali 

iatas idasar iizin itertulis idari iBWI. 

(2) Izin isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) ihanya idapat idiberikan iapabila 

iharta ibenda iwakaf iternyata itidak idapat idipergunakan isesuai idengan 

iperuntukan iyang idinyatakan idalam iikrar iwakaf idan iharta ibenda iwakaf 

idipergunakan iuntuk ikepentingan ikeagamaan idan ikemaslahatan iumat 

iyang ilebih ibermanfaat idan/atau iproduktif. 

 

Pasal i4 

 

(1) BWI iberhak imelakukan ipemberhentian idan ipenggantian iNazhir iapabila 

iNazhir itidak imelaksanakan itugasnya idan/atau imelanggar iketentuan 

ilarangan idalam ipengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf 

isesuai idengan iketentuan iperaturan iperundangundangan. 

(2) Pengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf iyang idilakukan ioleh 

iNazhir ilain ikarena ipemberhentian idan ipenggantian iNazhir, idilakukan 
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idengan itetap imemperhatikan iperuntukan iharta ibenda iwakaf iyang 

iditetapkan idan itujuan iserta ifungsi iwakaf. 

 

 

WAKAF iUANG 

 

Bagian iPertama iUmum 

 

Pasal i5 

 

(1) Wakaf iuang iyang idapat idiwakafkan iadalah imata iuang irupiah. 

(2) Dalam ihal iuang iyang iakan idiwakafkan imasih idalam imata iuang iasing, 

iharus idikonversi iterlebih idahulu ike idalam irupiah. 

(3) Dalam iwakaf iuang iyang imenjadi iharta ibenda iwakaf iberupa iuang. i 

 

Bagian iKedua iPenerimaan iWakaf iUang 

 

Pasal i6 

 

(1) Penerimaan iwakaf iuang idari iwakif idapat idilakukan imelalui iwakaf iuang 

iuntuk ijangka iwaktu itertentu idan/atau iwakaf i iuang iuntuk iwaktu 

iselamanya. 

(2) Penerimaan iwakaf iuang iuntuk ijangka iwaktu itertentu ipaling isingkat 

iuntuk ijangka iwaktu i1 i(satu) itahun idan ipaling isedikit iRp1.000.000,00 

i(satu ijuta irupiah). 

(3) i Penerimaan iwakaf iuang ihanya imelalui irekening iwakaf iuang iatas inama 

iNazhir iyang idilaporkan ikepada iBWI. 

(4) Penerimaan iwakaf iuang ipaling isedikit iRp1.000.000,00 i(satu ijuta irupiah) 

iditerbitkan isertikat iwakaf iuang. 

 

Bagian iKetiga iSetoran iWakaf iUang 

 

Pasal i7 

 

(1) Setoran iwakaf iuang idapat idilakukan isecara ilangsung idan itidak 

ilangsung. 

(2) Setoran iwakaf iuang isecara ilangsung isebagaimana idimaksud ipada iayat 

i(1), iyaitu iwakif iatau ikuasanya iwajib ihadir idi ikantor iLKS-PWU. 

(3) Setoran iwakaf iuang isecara itidak ilangsung isebagaimana 

dimaksud ipada iayat i(1), idapat idilakukan imelalui isaluran imedia ielektronik 

iantara ilain: 

a. ianjungan itunai imandiri 

b. iphone ibanking 

c. iinternet ibanking; 

d. imobile ibanking 

e. iauto idebet. 
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Bagian iKeempat iSetoran iWakaf iUang iSecara iLangsung 

 

Pasal i8 

 

(1) Setoran iwakaf iwang idari iwakif iditujukan ikepada iNazhir iwakaf iuang 

iyang itelah iterdaftar ipada iBWI. 

(2) Wakif iwajib imengisi iformulir ipernyataan ikehendak iwakif iyang 

iberfungsi isebagai iAkta iIkrar iWakaf i(AIW) iyang idilanjutkan idengan 

ipenyetoran isejumlah iuang isesuai iyang idiikrarkan. i 

(3) Formulir ipernyataan ikehendak iwakif iyang iberfungsi isebagai iAkta iIkrar 

iWakaf i(AIW) iyang itelah idiisi idan iditandatangani iWakif idengan 

idilampiri ibukti isetoran itunai iWakaf iUang, iselanjutnya iditandatangani 

ioleh i2 i(dua) iorang ipetugas ibank isebagai isaksi idan ioleh i1 i(satu) 

iorang ipejabat ibank isebagai iPejabat iPembuat iAkta iIkrar iWakaf i 

i(PPAIW). 

(4) Lembaga iKeuangan iSyariah iPenerima iWakaf iUang iyang 

selanjutnya idisingkat iLKS-PWU imengeluarkan isertifikat iwakaf i iuang 

ikepada iwakif iapabila iketentuan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) 

idan iayat i(2) itelah iterpenuhi. 

 

Bagian iKelima iSetoran iWakaf iUang iSecara iTidak iLangsung 

 

Pasal i9 

 

(1) Setoran iwakaf iuang isecara itidak ilangsung idari iwakif iditujukan ikepada  

iNazhir iwakaf iuang iyang itelah iterdaftar ipada iBWI. 

(2) Wakif ihanya idapat imemilih ijenis iwakaf iuang iuntuk iwaktu iselamanya 

idan idiperuntukan ibagi ikepentingan iumum idan/atau ikemaslahatan iumat. 

(3)  Lembaga iKeuangan iSyariah iPenerima iWakaf iUang iyang idisingkat 

iLKS-PWU iwajib imenyiapkan isistem ionline ipenerimaan iwakaf iuang 

iyang imenggunakan isaluran imedia ielektronik, iyang idi idalamnya 

imengandung ipaling isedikit iinformasi isebagai iberikut: 

a. idaftar inama iNazhir iyang iakan idipilih iwakif 

b. idaftar idenominasi iwakaf iuang 

c. iformulir ipernyataan ikehendak iwakif iyang iberfungsi isebagai iAIW 

d. ipersetujuan isetoran iwakaf iuang iyang itelah idiikrarkan. 

(4)  Lembaga iKeuangan iSyariah iPenerima iWakaf iUang iyang idisingkat 

iLKS-PWU iwajib imenyiapkan isertifikat iwakaf iuang idari isetoran iwakif 

iyang idilakukan isecara itidak ilangsung iberdasarkan iinformasi iyang 

idiperoleh isecara ielektronik idari isaluran imedia ielektronik. 

(5) Wakif idapat imenukarkan ibukti isetoran iwakaf iuang iyang idiperoleh 

imelalui isaluran imedia ielektronik ikepada iLKS-PWU iuntuk imendapatkan 

isertikat iwakaf iuang. 

(6) Dalam ihal iwakif itidak imenukarkan ibukti isetoran iwakaf iwang imenjadi 

isertikat iwakaf iuang imaka idalam ijangka iwaktu ipaling ilama i2 i(dua) 
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iminggu isetelah ipenyetoran ielektronik, iLKS-PWU iakan imengeluarkan 

isertikat iwakaf uang. 

(7)  Dalam ihal iwakif itidak imenukarkan ibukti isetoran iwakaf iuang imenjadi 

isertifikat iwakaf iuang isebagaimana idimaksud ipada iayat i(6) imaka 

isertikat iwakaf iuang iakan idiberikan ikepada iNazhir iuntuk 

idiadministrasikan. 

 

Bagian iKeenam iWakaf iUang iKolektif 

 

Pasal i10 

 

(1)  Setoran iwakaf iuang idapat idilakukan isecara ikolektif, iyaitu iwakaf iuang 

iyang iberasal idari ilebih idari i1 i(satu) iorang iwakif. 

(2)  Wakaf iuang ikolektif ihanya idapat idilakukan iuntuk iwakaf iuang iuntuk 

iwaktu iselamanya idan idiperuntukan ibagi ikepentingan iumum idan/atau 

ikemaslahatan iumat. 

(3)  Formulir ipernyataan ikehendak iwakif iyang iberfungsi isebagai iAIW 

idibuat idalam isatu isalinan idengan idilampiri idaftar inama iwakif. 

(4)  Apabila inama iwakif itidak idiketahui, iformulir iwakaf iuang iyang 

ibefungsi isebagai iAIW idibuat iatas inama i“Hamba iAllah” i(Wakaf iUang 

iKolektif). 

(5)  Sertifikat iwakaf iuang idibuat idalam isatu isalinan idengan idilampiri 

idaftar inama iwakif. 

(6)  Dalam ihal iwakaf iuang ikolektif, isertifikat iwakaf iuang iasli 

idiadministrasikan ioleh iNazhir iatau iperwakilan iwakif. 

 

PENERTIBAN iDAN iPENYERAHAN i iSERTIFIKAT iWAKAF iUANG 

 

Pasal i11 

 

(1) LKS-PWU imenerbitkan isertifikat iwakaf iuang iuntuk ijangka iwaktu 

tertentu idan/atau isertifikat iwakaf iuang iuntuk iwaktu iselamanya. 

(2) Sertifikat iwakaf iuang isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) iditerbitkan 

dengan inominal isesuai iuang iwakaf iyang idisetorkan. 

(3) iSertifikat iwakaf iuang iuntuk ijangka iwaktu itertentu iwajib imemiliki ialat 

ipengaman iuntuk imencegah ipemalsuan isesuai iketentuan iyang iberlaku idi 

iLKS-PWU. 

(4) iWakif iyang iberwakaf imelalui ielectronic ibanking iagar imenunjukan ibukti 

itransaksi iberupa ianjungan itunai imandiri iatau inomor ireferensi itransaksi, 

iatau icetakan idi iLKS-PWU iuntuk imendapatkan iformulir iwakaf iuang 

idan isertifikat iwakaf iuang. 

(5)  LKS-PWU iwajib imemverifikasi idata idan ibukti itransaksi isebelum 

imenerbitkan iformulir iwakaf iuang idan isertifkat iwakaf iuang. 

(6) iSertifikat iwakaf iuang ilembar ipertama ibersama iformulir iwakaf iuang 

ilembar ikeempat idiserahkan ike iwakif idan idinyatakan isah iapabila 

iditandatangani ioleh ipejabat iLKSPWU iyang iberwenang. 
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PENGELOLAAN iWAKAF UANG 

 

Bagian iPertama iUmum 

 

Pasal i12 

 

(1) Nazhir iwajib imembedakan ipengelolaan iantara iwakaf iuang iuntuk ijangka 

waktu itertentu idengan iwakaf iuang iuntuk iwaktu iselamanya. i 

(2) Pengelolaan iwakaf iuang iyang iterhimpun idi irekening iNazhir idi iLKS-

PWU idilakukan iberdasarkan ikesepakatan iantara iNazhir idengan iLKS-

PWU idimaksud. 

(3) Dalam ihal iwakaf iuang iuntuk ijangka iwaktu itertentu, iNazhir ihanya I   

dapat imelakukan ipengelolaan iwakaf iuang idi iLKS-PWU idimaksud idan   

iNazhir iwajib imemastikan iterpenuhinya ipembayaran iatas iwakaf iuang 

iuntuk ijangka waktu itertentu iyang ijatuh iwaktu. 

(4) Dalam ihal ipengelolaan idan ipengembangan iwakaf iUang idi iBank 

iSyariah itidak itermasuk idalam iprogram ilembaga ipenjamin isimpanan, 

iNazhir itetap iwajib imenjamin itidak iberkurangnya idana isetoran iwakaf 

iuang idimaksud. 

 

PENGELOLAAN iWAKAF i iUANG iSECARA iLANGSUNG iDAN iTIDAK 

iLANGSUNG 

 

Bagian iPertama iUmum 

 

Pasal i13 

 

(1) Pengelolaan iwakaf iuang idapat idilakukan isecara ilangsung idan itidak 

ilangsung iyang iditujukan iuntuk iproyek iproduktif ibagi ikemaslahatan 

iumat. 

(2)  Bangunan iatau ibarang iyang iyang iberasal idari idana iwakaf iuang idapat 

idijual idengan isyarat iharus imenguntungkan idan iuang ihasil ipenjualannya 

isebagai iwakaf iuang. 

(3)  Pengelolaan iwakaf iuang isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) iharus 

idiasuransikan ipada iasuransi isyariah. 

(4) Pengelolaan iwakaf iuang isecara ilangsung isebagaimana idimaksud ipada   

ayat i(1) iadalah ipengelolaan iwakaf iuang ipada iproyek iyang idikelola oleh 

iNazhir idan/atau iinvestor iyang ibekerjasama idengan iNazhir. 

(5)  Pengelolaan iwakaf iuang isecara itidak ilangsung isebagaimana idimaksud 

ipada iayat i(1) imerupakan i ipengelolaan iwakaf iuang imelalui ilembaga 

iyang memenuhi ikriteria ikelayakan ikelembagaan idan i imenguntungkan. 

(6)  Pengelolaan iwakaf iuang idapat idilakukan imelalui ideposito idi iBank 

iSyariah idengan iekspektasi ibagi ihasil iyang ipaling imenguntungkan. 
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Bagian iKedua iPengelolaan iWakaf iUang iSecara iLangsung 

 

Pasal i14 

 

(1) Pengelolaan iwakaf iuang isecara ilangsung ipada iproyek iyang idikelola 

ioleh iNazhir idapat idilakukan iapabila iproyek itersebut imemenuhi 

ipersyaratan i: 

a. Usaha iproyek idijalankan isesuai idengan isyariah 

b. Tingkat ikelayakan iproyek imemenuhi isyarat ikelayakan iproyek isesuai 

iprinsip i5C i(character, icondition, icapital, icapacity, iand icollateral), 

idan i3P i(people, ipurpose, iand ipayment) 

c. Sumber ipengembalian idapat idihitung iberdasarkan istudi ikelayakan. 

(2) Pengelolaan iwakaf iuang isecara ilangsung isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(1) idilakukan imelalui iproduk idengan iakad-akad iyang isesuai 

isyariah idi iLKS. 

(3) Pengelolaan iwakaf iuang isecara ilangsung isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(1) idijamin ioleh iasuransi. 

(4) Dalam ihal iNazhir imenunjuk isuatu ilembaga iatau iperseorangan isebagai 

ipelaksana iproyek iuntuk imemanfaatkan iatau imenerima iuang iwakaf 

isebagai ipembiayaan, imaka ipembiayaan idibayarkan imelalui itermin 

isesuai idengan iprestasi ikerja. 

 

Bagian iKetiga iPengelolaan iWakaf iUang iSecara iTidak iLangsung 

 

Pasal i15 

 

(1) Pengelolaan iwakaf iuang isecara itidak ilangsung idapat idilakukan imelalui 

ilembaga: 

a. iBank iSyariah 

b. iBaitul iMaal iWa iTamwil 

c. ikoperasi iyang imenjalankan iusahanya isesuai isyariah 

d. ilembaga ikeuangan isyariah ilain. 

(2) Pengelolaan iwakaf iuang isecara itidak ilangsung imelalui ilembaga 

isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) idapat idilakukan iapabila 

imemenuhi ipersyaratan isebagai iberikut: 

a. ipaling isingkat itelah iberoperasi iselama i2 i(dua) itahun 

b. imemiliki ikelengkapan ilegal iformal i 

c. imenyertakan ilaporan iaudit iindependen iselama i2 i(dua) itahun 

iterakhir. 

 

WAKAF iUANG iLINK iSUKUK 

 

Pasal i16 

 

Wakaf iuang ilink isukuk idapat idilakukan idengan iwakaf iuang iuntuk ijangka 

iwaktu itertentu idan/atau iwakaf i iuang iuntuk iwaktu iselamanya. 
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Pasal i17 

 

(1) Pengelolaan iwakaf iuang iuntuk imembeli isukuk inegara idapat idilakukan 

ioleh iBWI isebagai iNazhir iumum idan/atau iNazhir iselain iBWI isebagai 

iNazhir ikhusus. 

(2) Nazhir iselain iBWI iyang iakan imenjadi iNazhir ikhusus isebagaimana 

idimaksud ipada iayat i(1) iwajib imendapat irekomendasi idari iBWI. 

(3) Untuk imendapat irekomendasi idari iBWI, iNazhir imengajukan isurat 

ipermohonan ikepada iBWI idengan imelampirkan: 

a. Surat ipermohonan iditujukan ikepada iketua iBWI 

b. Fotokopi itanda ibukti ipendaftaran iNazhir 

c. Profil iNazhir iterkini 

d. laporan ipengumpulan idan ipengelolan iwakaf iuang iserta 

ipendistribusian ihasil ipengelolaan iwakaf iuang iyang idisampaikan 

ikepada iBWI 

e. surat ipernyataan ikepatuhan ipada iWaqf iCore iPrinsiples ibermaterai. 

 

Pasal i18 

 

(1) Nazhir iwakaf iuang ilink isukuk ibekerja isama idengan iLKS-PWU idan 

imembuka irekening iwakaf iuang idi iLKS-PWU. 

(2) Dalam isukuk inegara iritel, iwakif iatas inama iNazhir idapat imembuka 

irekening iwakaf iuang idan imembeli isukuk inegara iritel. 

(3) Nazhir iwakaf iuang ilink isukuk imenyusun iprogram idan ilaporan 

idistribusi iimbal ihasil iwakaf iuang ilink isukuk. 

(4) Program idan ilaporan idistribusi iimbal ihasil iwakaf iuang ilink isukuk 

idisampaikan ikepada iBWI, iKementerian iAgama, iKementerian iKeuangan, 

idan iwakif. 

 

Pasal i19 

 

(1) Dalam ihal iWakaf iUang iLink iSukuk ihanya idilakukan ioleh iBWI 

isebagai iNazhir iumum imaka iBWI isebagai iNazhir iumum imenerima 

iimbalan idari ihasil ibersih iatas 

 pengelolaan iWakaf iUang iLink iSukuk iyang ibesarnya itidak imelebihi 

i10% i(sepuluh ipersen). 

(2) Dalam ihal iwakaf iuang ilink isukuk idilakukan ibersama ioleh iBWI 

isebagai iNazhir iumum idan iNazhir iselain iBWI isebagai iNazhir ikhusus 

imaka iimbalan idari ihasil ibersih iatas ipengelolaan iwakaf iuang ilink 

isukuk iditetapkan isesuai i ikesepakatan ibersama iyang ijumlah itotalnya 

ipaling ibanyak i10% i(sepuluh ipersen). 
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WAKAF iMELALUI iUANG 

 

Bagian iPertama iUmum 

 

Pasal i20 

 

(1) iWakaf imelalui iuang iharta ibenda iwakafnya iadalah ibarang iatau ibenda 

iyang iyang idibeli iatau idiadakan idari idana iwakaf imelalui iuang. 

(2) iHarta ibenda itidak ibergerak iatau iharta ibenda ibergerak iyang idibeli iatau 

idiadakan idari idana iwakaf imelalui iuangarus idijaga ikelestariannya, itidak 

iboleh idijual, idiwariskan idan idihibahkan. 

 

Bagian iKedua iPenerimaan iWakaf iMelalui iUang 

 

Pasal i21 

 

(1) Penerimaan iwakaf imelalui iuang ioleh iNazhir idapat idilakukan isecara 

ilangsung idengan imenyerahkan isejumlah iuang ikepada iNazhir idan/atau 

imelalui irekening iwakaf imelalui iuang iatas inama iNazhir idi iLKS-PWU. 

(2) Nazhir imenerbitkan itanda ibukti ipenerimaan iwakaf imelalui iuang idari 

iwakif. 

(3) Tanda ibukti ipenerimaan iwakaf imelalui iuang isebagaimana idimaksud 

ipada iayat i(2) ipaling isedikit imemuat i: 

a. inama idan iidentitas iwakif 

b. inama idan iidentitas iNazhir 

c. inama idan iidentitas isaksi 

d. ijumlah inominal iuang 

e. iperuntukan iwakaf imelaui iuang 

f. iMauquf iAlaih iatau ipenerima imanfaat 

(4) Tanda ibukti ipenerimaan iwakaf imelalui iuang isebagaimana idimaksud 

iayat i(2) iditerbitkan isebanyak iempat ilembar iuntuk idiberikan ikepada: 

a. iWakif 

b. iNazhir 

c. iBWI 

d. iKementerian iAgama imelalui iDirektorat iPemberdayaan iZakat idan                            

wakaf wkwawwawawawawawawwwwwI        

 

Bagian iKetiga iPengelolaan iWakaf iMelalui iUang 

 

Pasal i22 

 

(1) Nazhir iwajib imengelola idan imengembangkan iWakaf imelalui iuang 

isesuai idengan itujuan, ifungsi idan iperuntukannya. 

(2) Dalam imengelola idan imengembangkan iwakaf imelalui iuang, iNazhir 

idilarang imelakukan iperubahan iperuntukan ikecuali iatas idasar iizin 

itertulis idari iBWI. 
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(3) Izin isebagaimana idimaksud ipada iayat i(2) ihanya idapat idiberikan iapabila 

iwakaf imelalui iuang iternyata itidak idapat idipergunakan isesuai idengan 

iperuntukannya idan iuntuk ikepentingan ikeagamaan iserta ikemaslahatan 

iumat iyang ilebih ibermanfaat idan/atau iproduktif. 

 

Bagian iKeempat iPembagian iHasil iPengelolaan iWakaf 

 

Pasal i23 

 

(1)  Hasil ibersih iatas ipengelolaan idan ipengembangan iharta ibenda iwakaf 

iyang imenjadi idasar ipenghitungan ibesarnya iimbalan ibagi iNazhir 

imerupakan ihasil ipengelolaan iimerupakan ihasil ipengelolaan iwakaf 

isetelah idikurangi idengan ibiaya iyang iterkait idengan ipengelolaan idan 

ipengembangan iwakaf. 

(2)   Pembagian ihasil ibersih ipengelolaan iwakaf idilakukan isebagai iberikut: 

a. Nazhir imaksimal i10% i(sepuluh ipersen) 

b. Mauquf iAlaih iminimal i50% i(lima ipuluh ipersen) 

c. Cadangan iyang ibesaran ijumlahnya isetelah idikurangi ihasil ibersih 

iNazhir idan iMauquf iAlaih. 

(3) Hak imauquf ialaih iharus isegera idisalurkan iatau idiberikan ikepada iyang 

iberhak imenerimanya. 

 

 

PELAPORAN iPENGELOLAAN iWAKAF 

 

Pasal i24 

 

(1) Nazhir iwajib imenyampaikan ilaporan ipengelolaan iwakaf iharta ibenda 

iwakaf iselain iuang ikepada iBWI idengan itembusan ikepada iKementerian 

iAgama imelalui iDirektorat iPemberdayaan iZakat idan iWakaf. 

(2) i Laporan ipengelolaan iharta ibenda iwakaf iselain iuang idisampaikan ioleh 

iNazhir isetiap i(1) isatu itahun isekali ipaling ilambat itanggal i31 iMaret. 

(3)  Laporan ipengelolaan iwakaf iuang idisampaikan ioleh iNazhir isetiap i6 

i(enam ibulan) isekali ipaling ilama iminggu ipertama iJuli idan iJanuari. 

(4)  Nazhir iwajib imenyampaikan ilaporan ipengelolaan iwakaf ikepada iBWI 

idengan itembusan ikepada iKementerian iAgama imelalui iDirektorat 

iPemberdayaan iZakat idan iWakaf. 

(5)  BWI idapat imengenakan isanksi iadministratif ikepada iNazhir iyang itidak 

imenyampaikan ilaporan ipengelolaan iwakaf isebagaimana idimaksud ipada 

iayat i(1) idan iayat i(2) iberupa: 

a. peringatan itertulis ipaling ibanyak idiberikan i3 i(tiga) ikali isetiap ibulan 

secara iberturut-turut isejak iNazhir itidak imemberikan ilaporan iwakaf    

uang; 

b. pencabutan isementara itanda ibukti ipendaftaran iNazhir 

c. pencabutan iselamanya itanda ibukti ipendaftaran iNazhir. 
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PENYALURAN iMANFAAT iHASIL iPENGELOLAAN iWAKAF iUANG 

iDAN iWAKAF iMELALUI i iUANG 

 

Bagian iPertama iUmum 

 

Pasal i25 

 

(1) Penyaluran imanfaat ihasil ipengelolaan iwakaf iuang idan iwakaf imelalui 

iuang idapat idilakukan isecara ilangsung idan itidak ilangsung. 

(2) Penyaluran imanfaat ihasil ipengelolaan iwakaf iuang idan iwakaf imelalui 

iuang isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) imerupakan iprogram 

ipembinaan idan ipemberdayaan imasyarakat iyang isecara ilangsung 

idikelola ioleh iNazhir. 

(3) Penyaluran imanfaat ihasil ipengelolaan iwakaf iuang idan iwakaf imelalui 

iuang isecara itidak ilangsung isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) 

imerupakan iprogram ipembinaan idan ipemberdayaan imasyarakat imelalui 

ikemitraan idengan ilembaga ipemberdayaan ilain iyang imemenuhi ikriteria 

ikelayakan ikelembagaan idan iprofesional. 

 

 

Bagian iKedua iPenyaluran iManfaat iHasil iPengelolaan iWakaf iUang idan 

iWakaf iMelalui iUang iSecara iLangsung 

 

Pasal i26 

 

(1) Penyaluran imanfaat ihasil ipengelolaan iwakaf iuang idan iwakaf imelalui 

iuang isecara ilangsung isebagaimana idimaksud idalam iPasal i13 iayat i(2) 

idapat idilakukan iapabila imemenuhi ipersyaratan: 

a. program ipembinaan idan ipemberdayaan imasyarakat 

dijalankan isesuai idengan isyariah 

b. tingkat ikelayakan iprogram imemenuhi isyarat 

1. kelayakan ikomunitas isasaran iprogram 

2. berdampak ipada ipengurangan ikemiskinan idan imembuka ilapangan

 pekerjaan 

3. dirasakan imanfaatnya ioleh imasyarakat 

4. program iberkesinambungan idan imendorong ikemandirian 

imasyarakat 

(2) Program ipembinaan idan ipemberdayaan imasyarakat isebagaimana 

idimaksud ipada iayat i(1) ihuruf ia iantara ilain: 

a. iprogram isosial idan iumum iberupa ipembangunan ifasilitas iumum 

iseperti ijembatan, ipenataan ijalan isetapak iumum, idan imandi, icuci, 

ikakus iumum; 

b. iprogram ipendidikan iberupa ipendirian isekolah ikomunitas idengan 

ibiaya imurah iuntuk imasyarakat itidak imampu idan ipelatihan 

iketerampilan; 
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c. program ikesehatan iberupa ibantuan ipengobatan igratis ibagi I  

masyarakat imiskin idan ipenyuluhan iibu ihamil idan imenyusui 

d. program iekonomi iberupa ipembinaan idan ibantuan imodal iusaha 

imikro, ipenataan ipasar itradisional idan ipengembangan iusaha 

ipertanian idalam iarti iluas; idan 

e. program idakwah iberupa ipenyediaan idai idan imubaligh, ibantuan 

iguru/ustadz, ibantuan ibagi iimam idan imarbut imasjid/mushala. 

 

Bagian iKetiga iPenyaluran iManfaat iHasil iPengelolaan iWakaf iUang idan 

iWakaf iMelalui iUang iSecara iTidak iLangsung 

 

Pasal i27 

 

(1) Penyaluran imanfaat ipengelolaan iwakaf iuang idan iwakaf imelalui iuang 

isecara itidak ilangsung idapat idilakukan imelalui ilembaga: 

a. Badan iAmil iZakat iNasional idan iLembaga iAmil iZakat iNasional 

b. lembaga ikemanusiaan inasional 

c. lembaga ipemberdayaan imasyarakat inasional 

d. yayasan/organisasi ikemasyarakatan 

e. perwakilan iBWI 

f. LKS ikhususnya iLKS-PWU, imelalui iprogram iCorporate iSocial 

iResponsibility 

g. lembaga ilain ibaik iberskala inasional imaupun iinternasional iyang 

imelaksanakan iprogram ipembinaan idan ipemberdayaan imasyarakat 

isesuai idengan isyariah. 

(2) Lembaga isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) iharus imemenuhi 

ipersyaratan: 

a. memiliki ikelengkapan ilegal iformal ilembaga/yayasan isesuai idengan 

iketentuan iperaturan iperundangundangan 

b. paling isingkat itelah iberoperasi iselama i2 i(dua) itahun 

c. memiliki ipengurus iyang iberkarakter ibaik; 

d. menyertakan ilaporan iaudit iindependen idalam i2 i(dua) itahun iterakhir 

e. memiliki iprogram iyang ijelas idan imemberikan idampak imanfaat 

ijangka ipanjang. 

 

 

Peraturan iBadan iWakaf iIndonesia i(BWI) iNomor i01 iTahun i2010 

iTentang iPedoman iPengelolaan iDan iPengembangan iHarta iWakaf i i(BWI i, 

i2010) i: i 

Pasal i7 

(1) iPengelolaan idan ipengembangan iwakaf iuang ihanya idapat idilakukan 

imelalui iinvestasi ipada iproduk-produk iLKS idan/atau iinstrumen 

ikeuangan isyariah. 

(2) iDalam ihal iLKS-PWU imenerima iwakaf iuang iuntuk ijangka iwaktu 

itertentu, iNazhir ihanya idapat imelakukan ipengelolaan idan ipengembangan 

idi iLKS-PWU idimaksud. i 
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(3) iPengelolaan idan ipengembangan iwakaf iuang ipada ibank isyariah iyang 

itelah idijamin ioleh ilembaga ipenjamin isimpanan. i 

(4) iPengelolaan idan ipengembangan iwakaf iuang idapat idilakukan idalam 

ibentuk iinvestasi idi iluar iproduk-produk iLKS iatas ipersetujuan idari iBWI. 

i 

(5) iPersetujuan isebagaimana idimaksud ipada iayat i(4) idiberikan isetelah 

iterlebih idahulu iBWI imelakukan ikajian iatas ikelayakan iinvestasi 

idimaksud. i 

(6) iPengelolaan idan ipengembangan iwakaf iuang idalam ibentuk iinvestasi 

iselain ipada ibank isyariah iharus idiasuransikan ipada iasuransi isyariah. i 

(7) iSebaran iinvestasi iharta idalam ibentuk iwakaf iuang i(portofolio iwakaf 

iuang) idapat idilakukan idengan iketentuan i60 i% i(enam ipuluh iperseratus) 

iinvestasi idalam iinstrumen iLKS idan i40 i% i(empat ipuluh iperseratus) idi 

iluar iLKS. 

 

 

 

2.2.4 iRingkasan iPengelolaan idan iPengembangan iHarta iBenda iWakaf 

 

Berdasarkan uraian isebelumnya imaka iberikut idapat idisampaikan iringkasan 

ipembahasan iatas ipenelitian iini iyaitu isebagai iberikut i: 

 

Tabel i2.1 i 

Ringkasan iPengelolaan iDan iPengembangan iHarta iBenda iWakaf 

 

Bab i1 i Ketentuan iumum Ketentuan iUmum 

Bab  2i  Pengelolaan idan 

ipengembangan iwakaf 

iuang 

a) Nazhir iwajib imengelola idan 

imengembangkan iwakaf isesuai idengan 

itujuan,fungsi,dan iperuntukannya. 

b) Pengelolaan idan ipengembangan 

idilakukan isecara iproduktif idan i 

c) iBiaya ioperasional iwakaf itidak iboleh 

imengurangi iwakaf idan idijamin ioleh 

ilembaga ipenjamin isyariah 

 i 

Bab i3 i iWakaf iuang a) Wakaf iuang idapat idilakukan idalam bentuk 

irupiah 

b) Wakaf iuang idalam ijangka iwaktu itertentu 

Ipaling isedikit iRp i1.000.000 

c) Penerimaan iwakaf imelalui irekening iharus 

iatas inama irekening iNazhir 

d) Setoran iwakaf idapat idilakukan isecara 

ilangsung idan isecara itidak ilangsung 

e) Setoran iwakaf iuang idari iwakif iditujukan 

ikepada iNazhir iwakaf iyang iterdaftar idi 

iBWI 
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f) LKS-PWU iwajib imenyiapkan isertifikat 

iwakaf iuang idari isetoran iwakif 

g) Wakaf iuang ikolektif ihanya idapat 

idilakukan iuntuk iwakaf iuang iselamanya 

Bab i4 iPenerbitan idan iPenyerahan 

i iSertifikat iUang 

a) LKS-PWU imenerbitkan isertifikat iwakaf 

iuang iuntuk ijangka iwaktu itertentu iatau 

iwaktu iselamanya 

b) LKS-PWU iwajib imemverifikasi idata idan 

ibukti itransaksi isebelum imenerbitkan 

isertifikat iwakaf iuang 

Bab i5 iPengelolaan iWakaf iUang a) Nazhir iwajib imembedakan ipengelolaan 

iwakaf iuang iuntuk iwaktu itertentu idan 

iselamanya 

b) Pengelolaan iwakaf iuang iyang iterhimpun i 

di irekening iNazhir idi iLKS-PWU 

idilakukan iatas idasar ikesepakatan iantara 

iNazhir idengan iLKS-PWU itersebut 

Bab i6 iPengelolaan iWakaf iUang 

iSecara iLangsung idan iTidak 

iLangsung 

a) Pengelolaan iwakaf iuang idapat idialkukan 

isecara ilangsung idan itidak ilangsung 

iyang iditujukan iuntuk iproyektif 

ikemashlahatan iumat 

b) Bangunan idan ibarang idari iwakaf iuang 

idapat idijualdengan isyarat iharus 

imenguntungkan 

c) Pengelolaan iwakaf iuang idapat idilakukan 

idengan ideposito idi iBank isyarian 

idengan iekspektsi ibagi ihasil iyang ipaling 

imenguntungkan 

d) Pengelolaan iwakaf iuang isecara ilangsung 

ipada iproyek iyang idilakikan ioleh 

iNazhir idapat idilakukan iapabila iproyek 

imemenuhi ipersyaratan 

e) Pengelolaan iwakaf iuang isecara itidak 

ilangsung i idapat idilakukan ilembaga i: 

ibank isyariah,baitul imal iwa 

itamwil,koperasi isyariah,lembaga 

ikeuangan isyariah ilainnya 

Bab i7 iWakaf iUang iLink iSukuk a) Wakaf iuang ilink isukuk idapat idilakukan 

idengan iwakaf iuang iuntuk ijangka iwaktu 

itertentu idan/atau iwakaf iuang iuntuk 

iwaktu iselamanya 

b) Pengelolaan iwakaf iuang iuntuk imembeli 

isukuk inegara idapat idilakukan ioleh 

iBWI iatau iNazhir ikhusus 

c) Untuk imendapatkan irekomendasi idari 

iBWI imaka iNazhir imengajukan isurat 
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ipada iBWI 

d) Nazhir iwakaf iuang ilink isukuk 

ibekerjasama idengan iLKS-PWU idan 

imembuka irekening iwakaf iuang idi 

iLKS-PWU 

e) Wakif iatas inama iNazhir idapat imembuka 

irekening iwakaf iuang idan imembeli 

isukuk inegara iritel 

f) iProgram idan ilaporan idistribusi iimbal 

ihasil iwakaf iuang ilink isukuk 

idisampaikan ikepada 

iBWI,Kemenag,Kemenku,dan iwakif 

g) iDalam ihal iwakaf iuang iLink iSukuk 

ihanya idilakukan ioleh iBWI isebagai 

iNazhir iumum idan ihasil iharus i10% 

Bab i8 iWakaf iMelalui iUang a) Penerimaan iwakaf imelalui iuang ioleh 

iNazhir idapat idilakukan isecara ilangsung 

idengan imenyerahkan isejumlah iuang 

ikepada iNazhir idan/atau imelalui 

irekening iWakaf imelalui iuang iatas 

inama iNazhir idi iLKS-PWU 

b) iNazhir imenerbitkan itanda ibukti 

ipenerimaan iWakaf imelalui iuang idari 

iWakif isebanyak i4 ilembar 

c) iPembagian ihasil ibersih ipengelolaan 

iwakaf idilakukan isebagai iberikut: ia. 

iNazhir imaksimal i10% i(sepuluh ipersen); 

ib. iMaukuf iAlaih iminimal i50% i(lima 

ipuluh ipersen); idan ic. iCadangan iyang 

ibesaran ijumlahnya isetelah idikurangi 

ihasil ibersih iNazhir idan iMaukuf iAlaih 

Bab i9 iPenyaluran iManfaat iHasil 

i i i i i iPengelolaan iWakaf 

iUang idan iWakaf iMelalui 

iUang 

a) Penyaluran imanfaat ihasil iPengelolaan 

iWakaf iUang idan iWakaf iMelalui iUang 

isecara iLangsung iharus imemenuhi 

ipersyaratan isesuai idengan itujuan iwakaf 

iyakni iuntuk iproyeksi ikemashlahatan 

iumat 

b) Penyaluran imanfaat iPengelolaan iWakaf 

iUang idan iWakaf imelalui iuang isecara 

itidak ilangsung idapat idilakukan imelalui 

ilembaga: ia. iBadan iAmil iZakat 

iNasional idan iLembaga iAmil iZakat 

iNasional; ib. ilembaga ikemanusiaan 

inasional; ic. ilembaga ipemberdayaan 

imasyarakat inasional; id. 

iyayasan/organisasi ikemasyarakatan; ie. 
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iperwakilan iBWI if. iLKS ikhususnya 

iLKS-PWU, imelalui iprogram iCorporate 

iSocial iResponsibility; ig. ilembaga ilain 

ibaik iberskala inasional imaupun 

iinternasional iyang imelaksanakan 

iprogram ipembinaan idan ipemberdayaan 

imasyarakat isesuai idengan isyariah 

 

Bab i10 iPelaporan iPegelolaan 

iWakaf iUang 

a) iNazhir iwajib imenyampaikan ilaporan 

ipengelolaan iwakaf iharta ibenda iwakaf 

iselain iuang ikepada iBWI idengan 

itembusan ikepada iKementerian iAgama 

imelalui iDirektorat iPemberdayaan iZakat 

idan iWakaf idan iZakat 

b) Laporan ipengelolaan iharta ibenda iwakaf 

iselain iuang idisampaikan ioleh iNazhir 

isetiap i(1) isatu itahun isekali ipaling 

ilambat itanggal i31 iMaret idan ilaporan 

iwakaf iuang idisampaiakan i6 ibulan 

isekali ipaling ilama iminggu ipertama 

iJuni idan iJanuari 

c) BWI idapat imengenakan isanksi 

iadministratif ikepada iNazhir iyang itidak 

imenyampaikan ilaporan ipengelolaan 

iwakaf 

Bab i11 iPenutup a) Pada isaat iPeraturan iBadan iini imulai 

iberlaku, iPeraturan iBadan iWakaf 

iIndonesia iNomor i4 iTahun i2010 

itentang iPedoman iPengelolaan idan 

iPengembangan iHarta iBenda iWakaf 

i(Berita iNegara iRepublik iIndonesia 

itahun i2010 iNomor i354), idicabut idan 

idinyatakan itidak iberlaku 

b) iPeraturan iBadan iini imulai iberlaku ipada 

itanggal idiundangkan. iAgar isetiap iorang 

imengetahuinya,memerintahkanipengunda

ngan iPeraturan iBadan iini idengan 

ipenempatannya idalam iBerita iNegara 

iRepublik iIndonesia. 
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2.3 iPSAK i112 itentang iAkuntansi iWakaf 

Pernyataan iStandar iAkuntansi iKeuangan i112: iAkuntansi iWakaf 

iterdiri iatas iparagraf i01-57.Seluruh iparagraf idalam ipernyataan iini imemiliki 

ikekuatan imengatur iyang isama. iPSAK i112 iberlaku iuntuk itahun ibuku iyang 

idimulai ipada iatau isetelah i1 iJanuari i2021 i(Penerapan idini idiperkenankan). 

iPada iPSAK i112 imengatur imengenai ipengakuan, ipenyajian, ipengungkapan 

iakuntansi iNazhir idan iwakif iserta ilaporan iakuntansi iwakaf. 

 

2.3.1 iAkuntansi iNazhir 

Pengakuan 

1. Paragraf i17 imenjelaskan iNazhir imengakui iaset iwakaf idalam ilaporan 

ikeuangan iketika imemiliki ikendali isecara ihukum idan ifisik iatas iaset 

iwakaf itersebut. 

2. Paragraf i18 imenjelaskan isyarat ipengakuan iaset iwakaf idalam ilaporan 

ikeuangan iketika iterjadi ipengalihan ikendali idari iwakif ikepada iNazhir 

idengan iterpenuhinya ikedua ikondisi iberikut: 

a) Telah iterjadi ipengalihan ikendali iatas iaset iwakaf isecara ihukum; idan 

b) Telah iterjadi ipengalihan ikendali iatas imanfaat iekonomis idari iaset 

iwakaf 

3. Paragraf i19 imenjelaskan ibahwa ikondisi idi iparagraf i18 ipada iumumnya 

iakan idapat iterpenuhi ipada isaat iterjadi iakta iikrar iwakaf i– iyaitu iterjadi 

ipengalihan ikendali iaset iwakaf isecara ihukum i– iyang idisertai idnegan 

ipengalihan ikendali ifisik iatas iaset iwakaf, idari iwakif ikepada iNazhir. 
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iKendali iatas iaset isecara ihukum ijuga idapat iterpenuhi, imisalnya, iketika 

iwakif imentransfer idana ilangsung ike irekening iNazhir imelalui ilembaga 

ikeuangan. 

4.   Paragraf i20 imenjelaskan ibahwa iDalam isuatu ikondisi itertentu, iNazhir 

imungkin itelah imenerima isuatu iaset idan imemperoleh imanfaat 

iekonomisnya itetapi iaset itersebut ibelum idialihkan isecara ihukum isebagai 

iaset iwakaf. iMisalnya, iseseorang isecara ilisan imewakafkan itanah ikepada 

iNazhir idan itelah imenyerahkan itanah itersebut iuntuk idigunakan isesuai 

iperuntukannya, itetapi ibelum idibuat iakta iikrar iwakaf. iTanah itersebut 

ibelum idapat idiakui isebagai iaset iwakaf idalam ilaporan ikeuangan. 

iNazhir ibaru iakan imengakui itanah isebagai iaset iwakaf idalam ilaporan 

ikeuangan ipada isaat idilakukan iakta iikrar iwakaf. 

5.   Paragraf i21 imenjelaskan ibahwa iNazhir iperlu imengidentifikasi ijenis iaset 

iwakaf iberdasarkan imanfaatnya iyang iakan idiakui idalam ilaporan 

ikeuangan. iBeberapa imanfaat idari iaset iwakaf imelekat ipada iaset iwakaf 

itersebut, iseperti itanah idan ibangunan,sehingga itidak imemerlukan 

iidentifikasi iyang imendalam. iBeberapa iaset iwakaf iyang ilain 

imemerlukan iidentifikasi iyang imendalam iuntuk imenentukan ijenis iaset 

iwakaf. iMisalnya, iwakaf iatas ihasil ipanen idari ikebun ikelapa isawit iyang 

idikelola ioleh iwakif iuntuk iperiode iwaktu itertentu. iDalam ikasus iini, 

ijenis iaset iwakaf iyang idiakui iadalah ihasil ipanen idari ikebun isawit 

iselama iperiode iwaktu itertentu, ibukan idalam ibentuk ikebun isawit. i 
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6.   Paragraf i22 imenjelaskan ibahwa ijika iNazhir imenerima iwasiat iwakaf, 

imaka iNazhir itidak imengakui iaset iyang iakan idiwakafkan idi imasa 

imendatang idalam ilaporan ikeuangan. 

7.  Paragraf i23 imenjelaskan ibahwa iwasiat iwakaf itidak imemenuhi ikriteria 

ipengakuan iaset iwakaf iyang idiatur idi iparagraf i18, iwalaupun ipihak 

iyang imemberi iwasiat itelah imemiliki iaset iyang iakan idiwakafkan. 

iMisalnya, iseseorang iberwasiat ikepada iNazhir iakan imewakafkan 

ihartanya isaat imeninggal. iNazhir itidak imengakui iaset iwakaf ipada isaat 

imenerima iwasiat iwakaf. iNazhir ibaru iakan imengakui iaset iwakaf ipada 

isaat ipihak iyang iberwasiat imeninggal idunia idan imenerima iaset iyang 

idiwakafkan. 

8.  Paragraf i24 imenjelaskan ibahwa ijika iNazhir imenerima ijanji i(wa‟d) 

iuntuk iberwakaf, imaka iNazhir itidak imengakui iaset iyang iakan 

idiwakafkan idi imasa imendatang idalam ilaporan ikeuangan. 

9.   Paragraf i25 imenjelaskan ibahwa ijanji iuntuk iberwakaf itidak imemenuhi 

ikriteria ipengakuan iaset iwakaf iyang idiatur idi iparagfar i18, iwalaupun 

idalam ibentuk ijanji itertulis. iMisalnya, iseseorang iberjanji ikepada iNazhir 

iakan imewakafkan isebagian imanfaat ipolis iasuransi idi imasa imendatang. 

iNazhir itidak imengakui iaset iwakaf ipada isaat imenerima ijanji itersebut, 

ikarena iaset iyang iakan idiwakafkan ibelum imenjadi imilik idari ipihak 

iyang iberjanji. iNazhir ibaru iakan imengakui iaset iwakaf ipada isaat iterjadi 

iklaim iasuransi idan imenerima ikas idan isetara ikas idari iperusahaan 

iasuransi iatas ipembayaran isebagian imanfaat ipolis iasuransi. 
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Aset iwakaf itemporer 

10.  Paragraf i26 imenjelaskan ibahwa iNazhir imengakui iaset iwakaf idalam 

ijangka iwaktu itertentu i(aset iwakaf itemporer) idiakui isebagai iliabilitas. 

11.  Paragraf i27 imenjelaskan ibahwa iaset iwakaf itemporer iadalah iaset iwakaf 

idalam ibentuk ikas iyang idiserahkan ioleh iwakif ikepada iNazhir iuntuk 

idikelola idan idikembangkan idalam ijangka iwaktu itertentu. iHasil 

ipengelolaan idan ipengembangan idari iaset iwakaf itemporer iselama 

ijangka iwaktu itertentu iakan idiperuntukan iuntuk imauquf ialaih. iSetelah 

ijangka iwaktu itertentu, iaset iwakaf iberupa ikas iakan idikembalikan 

ikepada iwakif. i 

12. Paragraf i28 imenjelaskan ibahwa iPenerimaan iaset iwakaf itemporer idalam 

ibentuk ikas ibukan imerupakan ipenghasilan, itetapi imerupakan iliabilitas, 

idisebabkan iaset itersebut iwajib idikembalikan ioleh iNazhir ike iwakif idi 

imasa imendatang. iAset iwakaf iyang idiakui isebagai ipenghasilan ioleh 

iNazhir iadalah imanfaat iyang idihasilkan ioleh iaset iwakaf itersebut idi 

imasa imendatang iberupa iimbal ihasil. iMisalnya, iwakif imewakafkan 

iuang isejumlah iRp1.000 iselama isatu itahun ike iNazhir. iImbal ihasil idari 

idana itersebut iselama isatu itahun iadalah iRp100. iNazhir imengakui 

iRp1.000 isebagai iliabilitas idan iRp100 isebagai ipenghasilan iberupa 

ipenerimaan iwakaf itemporer. 
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Hasil ipengelolaan idan ipengembangan 

13. Paragraf i29 imenjelaskan ibahwa iNazhir imengakui ihasil ipengelolaan idan 

ipengembangan iaset iwakaf isebagai itambahan iaset iwakaf. 

14. Paragraf i30 imenjelaskan ibahwa ihasil ipengelolaan idan ipengembangan 

iaset iwakaf imerupakan itambahan imanfaat iekonomis idalam ibentuk 

itambahan iaset iyang ibersumber idari iaset iwakaf iyang iada. iHasil 

ipengelolaan idan ipengembangan iaset iwakaf imerupakan itambahan iatas 

iaset iwakaf iyang iada. 

15. Paragraf i31 imenjelaskan ibahwa iHasil ineto idari ipengelolaan idan 

ipengembangan iaset iwakaf iberupa iberbagai imacam ipenghasilan, iseperti 

iimbal ihasil, idividen, idan ibentuk ipenghasilan ilainnya, isetelah idikurangi 

ibeban iyang iterkait. 

16. Paragraf i32 imenjelaskan ibahwa ihasil ineto idari ipengelolaan idan 

ipengembangan iaset iwakaf itermasuk iselisih ipelepasan iaset iyang 

ibersumber idari iaset iwakaf iawal. iMisalnya, iNazhir imenerima iwakaf 

iberupa i1.000 ilembar isaham. iSebagian idividen idari isaham itersebut 

ikemudian idigunakan iuntuk imemperoleh i100 ilembar isaham. iSaat 

ipelepasan i100 ilembar idiperoleh ikeuntungan isebesar iRp200, imaka 

iRp200 itersebut imerupakan ibagian idari ihasil ipengelolaan idan 

ipengembangan iaset iwakaf. 

17. Paragraf i33 imenjelaskan ibahwa ihasil ineto idari ipengelolaan idan 

ipengembangan iaset iwakaf itidak itermasuk: 
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a) Hasil ipengukuran iulang iatas iaset iwakaf. iMisalnya, iNazhir 

imenerima iaset iwakaf iberupa itanah iseharga iRp10.000. iTanah 

itersebut ikemudian idiukur i 

b) pada inilai iwajar imenjadi iRp15.000. iSelisih iRp5.000 ibukan 

imerupakan ibagian idari ihasil ipengelolaan idan ipengembangan iaset 

iwakaf. 

c) Selisih idari ipelepasan iaset iwakaf. iMisalnya, iNazhir imenerima iaset 

iwakaf iberupa ilogam imulia iseharga iRp1.000 iyang idiperuntukan 

iuntuk ikegiatan ipendidikan. iKemudian iNazhir imenjual ilogam imulia 

itersebut iseharga iRp1.200, imaka iRp1.200 itersebut iseluruhnya 

imerupakan ipenghasilan ipenerimaan iwakaf. 

Imbalan iNazhir 

18. Paragraf i34 imenjelaskan ibahwa idasar ipenentuan iimbalan iuntuk iNazhir 

iadalah ihasil ineto idari ipengelolaan idan ipengembangan iaset iwakaf iyang 

itelah idirealisasikan idalam ibentuk ikas idan isetara ikas idi iperiode 

iberjalan. 

19. Hasil ineto iyang itelah idirealisasikan itersebut imeliputi: 

a) Hasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan iaset iwakaf idi iperiode 

iberjalan; 

b) Penyesuaian iterhadap ihasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan 

iaset iwakaf iperiode iberjalan iyang ikas idan isetara ikasnya ibelum 

iditerima idi iperiode iberjalan; 



46 
 

 
 

c) Penyesuaian iterhadap ihasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan 

iasetn i iwakaf iperiode ilalu iyang ikas idan isetara ikasnya iditerima idi 

iperiode iberjalan. 

Manfaat iwakaf 

20. Paragraf i36 imenjelaskan ibahwa iNazhir imengakui ipenyaluran imanfaat 

iwakaf ikepada imauquf ialaih isebagai ibeban ipengurang iaset iwakaf. 

21. Paragraf i37 imenjelaskan ibahwa ipenyaluran imanfaat iwakaf iterjadi 

iketika imanfaat iwakaf iditerima ioleh imauquf ialaih isebagaimana iyang 

itertuang idalam iakta iikrar iwakaf iyang ibersangkutan. iDalam ihal iNazhir 

imenyerahkan imanfaat iwakaf ikepada ipihak ilain iuntuk idisampaikan 

ikepada imauquf ialaih, imaka idianggap ibelum imelakukan ipenyaluran 

imanfaat iwakaf. iPenyaluran imanfaat iwakaf iterjadi iketika ipihak ilain 

itersebut itelah imenyerahkan imanfaat iwakaf ikepada imauquf ialaih iyang 

itertuang idalam iakta iikrar iwakaf. i 

22. Paragraf i38 imenjelaskan ibahwa isebagai iilustrasi, ipada i28 iDesember 

i2018 iNazhir iA imenyerahkan iRp1.000 ikepada iLembaga iAmil iB iuntuk 

idisalurkan ike imauquf ialaih. iLembaga iAmil iB imenyalurkan ike imauquf 

ialaih iselama iJanuari i2019 idan imemberikan ipertanggungjawaban ikepada 

iNazhir iA idi iFebruari i2019. iDi idalam ilaporan ikeuangan iNazhir iA 

iperiode itahun i2018 ihal itersebut itidak idiakui isebagai ipenyaluran iwakaf. 

23. Paragraf i39 imenjelaskan ibahwa imanfaat iwakaf iyang idisalurkan ikepada 

imauquf ialaih idapat iberupa ikas, isetara ikas, iaset ilainnya, idan imanfaat 
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iekonomis ilain iyang imelekat ipada iaset iwakaf, iseperti ipenyusutan idan 

iamortisasi idari iaset iwakaf 

 iPengukuran 

24. Paragraf i40 imenjelaskan ibahwa ipada isaat ipengakuan iawal, iaset iwakaf 

idiukur isebagai iberikut: 

a) Aset iwakaf iberupa iuang idiukur ipada inilai inominal. 

b) Aset iwakaf iselain iuang idiukur ipada inilai iwajar. 

25. Paragraf i41 imenjelaskan ibahwa iAset iwakaf iselain iuang idiukur ipada 

inilai iwajar isaat ipengakuan iawal. iNamun, idalam ibeberapa ikondisi, 

iketika inilai iwajarnya itidak idapat idiukur isecara iandal, imaka iaset iwakaf 

itersebut itidak idiakui idalam ilaporan ikeuangan. iAset iwakaf itersebut 

iharus idiungkapkan idalam icatatan iatas ilaporan ikeuangan. 

26. Paragraf i42 imenjelaskan ibahwa ijika ikemudian inilai iwajar iaset iwakaf 

itersebut idapat iditentukan isecara iandal, imaka iaset iwakaf itersebut 

idiakui idalam ilaporan ikeuangan. iLaporan ikeuangan iperiode isebelumnya 

itidak idisesuaikan idengan iadanya ipengakuan iaset iwakaf itersebut. 

27. Paragraf i43 imenjelaskan ibahwa iaset iwakaf iberupa ilogam imulia 

iselanjutnya idiukur ipada inilai iwajar idan iperubahannya idiakui isebagai 

idampak ipengukuran iulang iaset iwakaf. 

28. Paragraf i44 imenjelaskan ibahwa iaset iwakaf iberupa ilogam imulia iharus 

idiukur ipada inilai iwajar itanggal ipengukuran. iJika iterjadi ikenaikan iatau 

ipenurunan inilai iwajar, imaka idiakui isebagai idampak ipengukuran iulang 

iaset iwakaf 
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Penyajian 

29. Paragraf i45 imenjelaskan iNazhir imenyajikan iaset iwakaf itemporer iyang 

iditerima isebagai iliabilitas. 

Pengungkapan 

30. Paragraf i46 imenjelaskan ibahwa iNazhir imengugkapkan ihal-hal iberikut 

iterkait iwakaf, itetapi itidak iterbatas ipada: 

a) Kebijakan iakuntansi iyang iditerapkan ipada ipenerimaan, ipengelolaan, 

idan ipenyaluran iwakaf; 

b) Penjelasan imengenai iwakif iyang isignifikan isecara iindividual; 

c) Penjelasan imengenai istrategi ipengelolaan idan ipengembangan iaset 

iwakaf; 

d) Penjelasan imengenai iperuntukan iaset iwakaf; 

e) Jumlah iimbalan iNazhir idan ipersentasenya idari ihasil ineto 

ipengelolaan idan ipengembangan iaset iwakaf, idan ijika iterjadi 

iperubahan idi iperiode iberjalan, idijelaskan ialasan iperubahannya; 

f) Rincian iaset ineto imeliputi iaset iwakaf iawal, iaset iwakaf iyang 

ibersumber idari ipengelolaan idan ipengembangan iaset iwakaf iawal, 

idan ihasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan iaset iwakaf; 

g) Rekonsiliasi iuntuk imenentukan idasar iperhitungan iimbalan iNazhir 

imeliputi: 

1) Hasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan iwakaf iperiode 

iberjalan; 

2) Hasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan iwakaf iperiode 
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3) iberjalan iyang ibelum iterealisasi idalam ikas idan isetara ikas ipada 

periode iberjalan; 

4) Hasil ineto ipengelolaan idan ipengembangan iwakaf iperiode ilalu 

iyang iterealisasi idalam ikas idan isetara ikas ipada iperiode iberjalan; 

h.  Jika iada iwakaf itemporer, ipenjelasan imengenai ifakta itersebut, 

jumlah, idan iwakif; 

i.  Jika iada iwakaf imelalui iuang, ipenjelasan imengenai iwakaf imelalui 

j. Iuang iyang ibelum idirealisasi imenjadi iaset iwakaf iyang idimaksud 

k.   Jika iada iaset iwakaf iyang iditukar idengan iaset iwakaf ilain, 

penjelasan imengenai ihal itersebut itermasuk ijenis iaset iyang iditukar 

dan iaset ipengganti, ialasan, idan idasar ihukum; 

l.  Jika iada ihubungan ipihak iberelasi iantara iwakif, iNazhir, idan/atau 

mauquf ialaih, imaka idiungkapkan: 

1) Sifat ihubungan; 

2) Jumlah idan ijenis iaset iwakaf ipermanen idan/atau itemporer; 

3) Persentase ipenyaluran imanfaat iwakaf idari itotal ipenyaluran 

imanfaat iwakaf iselama iperiode iberjalan. 

 iKebijakan iAkuntansi iLain 

31. Paragraf i47 imenjelaskan ibahwa ikebijakan iakuntansi iatas iaset iwakaf 

iyang itidak idiatur idalam iPernyataan iini imengacu ipada iPSAK ilain iyang 

irelevan. iMisalnya: 

a. Aset iwakaf iberupa iaset itetap imengacu ipada iPSAK i16: iAset iTetap. 
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b.   Aset iwakaf iberupa iproperti iinvestasi imengacu ipada iPSAK i13: 

iProperti iInvestasi. 

c.    Aset iwakaf iberupa iaset itakberwujud imengacu ipada iPSAK i19: 

iAset iTak iberwujud. 

d.    Aset iwakaf iberupa isukuk imengacu ipada iPSAK i110: iAkuntansi   

Sukuk. 

e.   Aset iwakaf iberupa iaset ikeuangan iselain isukuk imengacu iPSAK 

i71: iInstrumen iKeuangan. 

Penerapan iPSAK idi iatas ipada iaset iwakaf iperlu idisesuaikan idengan 

ikarakteristik ientitas ipelaporan iNazhir iyang idijelaskan idi iparagraf i48-50. 

 

Pelaporan iKeuangan 

32. Paragraf i48 imenjelaskan ibahwa idana iwakaf iberupa iaset iwakaf idan 

iliabilitas iterkait iyang idikelola idan idikembangkan ioleh iNazhir 

imerupakan isuatu ientitas ipelaporan. iEntitas ipelaporan idana iwakaf 

i(Nazhir) imenyajikan ilaporan ikeuangan itersendiri iyang itidak 

idikonsolidasikan ike idalam ilaporan ikeuangan iorganisasi iatau ibadan 

ihukum idari iNazhir. i 

33. Paragraf i49 imenjelaskan ibahwa iNazhir idapat imemiliki iinvestasi ipada 

ientitas ilain idengan ipengendalian, ipengendalian ibersama, iatau ipengaruh 

isignifikan iatas iinvestasi. 
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a. Investasi ipada ientitas ilain idengan ipengendalian ibersama iatau 

ipengaruh isignifikan idicatat idengan imetode iekuitas isesuai idengan 

iPSAK i15: iInvestasi ipada ientitas iasosiasi idan iventura ibersama. 

b. Investasi ipada ientitas ilain idengan ipengendalian idiukur ipada ibiaya 

iperolehan, imetode iekuitas, iatau inilai iwajar. iLaporan ikeuangan 

ientitas ilain iyang idikendalikan ioleh iNazhir itidak idikonsolidasikan 

idalam ilaporan ikeuangan iNazhir. 

34. Paragraf i50 imenjelaskan ibahwa iLaporan ikeuangan iNazhir iyang ilengkap 

imeliputi: 

a. Laporan iposisi ikeuangan ipada iakhir iperiode 

b. Laporan irincian iaset iwakaf ipada iakhir iperiode 

c. Laporan iaktivitas iselama iperiode 

d. Laporan iarus ikas iselama iperiode 

e. Catatan iatas ilaporan ikeuangan 

Pengaturan imengenai ipenyajian ilaporan ikeuangan itersebut, iyang itidak 

idiatur isecara ispesifik idalam iPernyataan iini, imengacu ipada iPSAK i101: 

iPenyajian iLaporan iKeuangan iSyariah idan iPSAK ilain iyang irelevan. 

 

2.3.2 iAkuntansi iWakif 

35. Paragraf i51 imenjelaskan ibahwa iwakif imengakui iaset iwakaf iyang 

idiserahkan isecara ipermanen ikepada iNazhir isebagai ibeban isebesar 

ijumlah itercatat idari iaset iwakaf. 
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36. Paragraf i52 imenjelaskan ibahwa iwakif imengakui iaset iwakaf iyang 

idiserahkan isecara itemporer ikepada iNazhir isebagai iaset iyang idibatasi 

ipenggunaannya. 

37. Paragraf i53 imenjelaskan ibahwa iwakif itidak imenghentikan ipengakuan 

iatas ipenyerahan iaset iwakaf itemporer iberupa ikas idisebabkan iNazhir 

iberkewajiban iuntuk imengembalikan iaset itersebut ikepada iwakif isetelah 

iselesainya ijangka iwaktu iwakaf. i 

38. Paragraf i54 imenjelaskan ibahwa iwakif imengungkapkan ihal-hal iberikut 

iterkait idengan itransaksi iwakaf, itetapi itidak iterbatas ipada: 

a. Wakaf ipermanen: 

1)  Rincian iaset iwakaf iyang idiserahkan ikepada iNazhir ipada  periode 

berjalan; 

2) Peruntukan iaset iwakaf iyang idiserahkan ikepada iNazhir ipada             

periode iberjalan. 

b. Wakaf itemporer: 

1)  Rincian iaset iwakaf iyang idiserahkan ikepada iNazhir ipada iperiode 

berjalan, iperuntukan, idan ijangka iwaktunya; 

2) Penjelasan imengenai itotal iaset iwakaf itemporer. 

c. Hubungan ipihak iberelasi iantara iwakif, iNazhir, idan/atau ipenerima 

imanfaat iwakaf, ijika iada, iyang imeliputi: 

1) Sifat ihubungan; 

2) Jumlah idan ijenis iaset iwakaf itemporer; 
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3)   Persentase ipenyaluran imanfaat iwakaf idari itotal ipenyaluran 

imanfaat iwakaf iselama iperiode iberjalan. 

2.3.3 iTanggal iEfektif 

39. Paragraf i55 imenjelaskan ibahwa ipernyataan iini iberlaku iuntuk itahun 

ibuku iyang idimulai ipada iatau isetelah i1 iJanuari i2021. iPenerapan idini 

idiperkenankan. 

2.3.4 iKetentuan iTransisi 

40. Paragraf i56 imenjelaskan ibahwa iNazhir imenerapkan ipernyataan iini 

isecara iprospektif isejak iawal iperiode isajian idengan iketentuan isebagai 

iberikut: 

a. Pada iawal iperiode isajian, iaset iwakaf idiukur iulang isesuai iketentuan 

idalam iPernyataan iini, iselisih idengan ijumlah idiakui idi iaset ineto 

isebagai idampak iperubahan ikebijakan iakuntansi. iKemudian iNazhir 

imenerapkan ipengaturan idalam iPernyataan iini; 

b. Laporan ikeuangan isebelum iperiode isajian itidak idisajikan ikembali. 

41. Paragraf i57 imenjelaskan ibahwa iwakif imenerapkan iPernyataan iini 

isecara iprospektif idengan iketentuan isebagai iberikut: 

a. tanggal ipenerapan iwalau ipernyatan iini, iwakif imengakui iperbedaan 

iantara ikebijakan iakuntansi isebelumnya idan ipengaturan idalam 

iPernyataan iini idi isaldo ilaba; 

b. Saldo iaset iwakaf itemporer idisajikan idi iaset iyang idibatasi 

ipenggunaannya isejak iawal iperiode isajian. 
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2.4 Laporan iKeuangan iNazhir iSesuai i iPSAK i(Peraturan iStandar 

iAkuntansi iKeuangan) iNo i112 iDengan iFormat iPSAK i101 

Sesuai idengan iPSAK i112 iKomponen ilaporan ikeuangan iNazhir iyang 

ilengkap imeliputi: 

2.4.1  Laporan iposisi ikeuangan 

Laporan iposisi ikeuangan iterdiri idari iaset, iliabilitas idan iaset ineto. 

iAset ilancar idiklasifikasikan imenjadi iaset ilancar idan iasset itidak ilancar, idan 

iliabilitas idikalsifikasikan imenjadi iliabilitas ijangka ipendek idan ijangka 

ipanjang. iNazhir iyang imerupakan ientitas ikeuangan, iasset idan iliabilitas 

itidak idikalsifikasikan isebagaimana iyang idijelaskan itersebut. 

 

Tabel i2.2 i 

Laporan iPosisi iKeuangan iNazhir 

 

LAPORAN iPOSISI iKEUANGAN 

NAZHIR iABC 

Per i31 iDesember i20X2 idan i20x1 

Aset 31 iDes i20X2 31 iDes 

i20X1 

Aset iLancar x x 

Kas idan isetara ikas x x 

Piutang x x 

Surat iberharga x x 

Logam imulia x x 

Aset ilancar ilain x x 

Total iAset iLancar x x 

Aset iTidak iLancar x x 

Surat iberharga x x 

Aset itetap x x 

Aset itidak iberwujud x x 

Aset itidak ilancar ilain x x 

Total iaset itidak ilancar x x 

Jumlah iAset x x 

LIABILITAS x x 

Liabilitas iJangka iPendek x x 

Utang x x 
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Sumber: iDE iPSAK i112 itentang iakuntansi iwakaf, i2018 

2.4.2  Laporan irincian iaset iwakaf i 

Nazhir imenyajikan ilaporan iperubahan iasset iwakaf iyang imencakup 

iunsur iberikut i: i 

a. iAset iwakaf iyang iditerima idari iwakif i 

b. iAset iWakaf i 

Tabel i2.3 

Laporan iRincian iAset iWakaf iNazhir 

 

LAPORAN iRINCIAN iASET iWAKAF 

NAZHIR i“ABC” 

Per i31 iDesember i20X2 idan i20x1 

 i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i 

 

31 iDes i20X2 31 iDes i20X1 

Wakif Hasil 

ipengelola

aan idan 

iPengemb

angan 

Jumlah Wakif Hasil 

ipengelola

aan idan 

iPengemba

ngan 

Jumlah 

Kas idan isetara ikas i i i i i 

i i i i i i i 

x x x x X x 

Piutang i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i i 

- - x - X x 

Surat iberharga: i x x x x X x 

Efek iekuitas i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Lainnya i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Investasi ientitas ilain i i i i x x x x X x 

Aset itetap: i x x x x X x 

Hak iatas itanah i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Hak imilik isatuan i i i i i i i x x x x X x 

Wakaf itemporer ijangka ipendek x x 

Liabilitas ijangka ipendek ilain x x 

 x x 

Liabilitas ijangka ipanjang x x 

Liabilitas ijangka ipanjang ilain x x 

Total iliabilitas ijangka ipanjang x x 

Jumlah iliabilitas x x 

ASET iNETO x x 

Jumlah iAset iNeto x X 

Jumlah iliabilitas idan iaset ineto x X 

Investasi ipada ientitas ilain x X 
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i i i i i i i i 

rumah isusun i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Kendaraan i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Tanaman i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Lainnya i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i i i 

x x x x X x 

Aset itak iberwujud i: i x x x x x x 

Hak ikekayaan iintelektual i 

i 

x x x x x x 

Lainnya i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i i i 

x x x x x x 

Aset itidak ilancar ilain: i x x x x x x 

Hak isewa i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i i 

x x x x x x 

Lainnya i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i 

x x x x x x 

umlah iaset i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i 

x x x x x x 

Efek iutang i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i 

x x x x x x 

Logam imulia i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i 

x x x x x x 

Aset ilancar ilain: i x x x x x x 

Hak i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i i i i i i i i i i i i i i i i i 

i 

x x x x x x 

Sumber: iDE iPSAK i112 itentang iakuntansi iwakaf, i2018 

 

2.4.3 iLaporan iaktivitas i 

Laporan iaktivitas iyang idisajikan ioleh iNazhir imencakup iunsur isebagai 

iberikut i: i 

a. Penerimaan iwakaf ipermanen idan itemporer i 

b. Dampak ipengukuran iulang iasset iwakaf i 

c. Hasil ipengelolaan idan ipengembangan iwakaf i 

d. Penyaluran iwakaf 
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Tabel i2.4 i 

Laporan iAktivitas iNazhir 

 
LAPORAN iAKTIVITAS i 

NAZHIR iABC 

Per i31 iDesember i20X2 idan i20x1 

Penghasilan 31Des i20X2 31 iDes i20X1 

Penerimaan iWakaf iPermanen   

Kas i x X 

Surat iberharga x X 

Logam imulia x X 

Bangunan x X 

Kenderaan x X 

Tanaman x X 

Hak iatas itanah x X 

Hak imilik irumah isusun x X 

Hak ikekayaan iintelektual x X 

Hak isewa x X 

Lain-lain x X 

Jumlah x X 

Penerimaan iWakaf iTemporer x X 

Kas x X 

Jumlah x X 

Dampak iPengukuran iUlang iAset iWakaf   

Kas x X 

Surat iberharga x X 

Logam imulia x X 

Bangunan x X 

Kenderaan x X 

Tanaman x X 

Hak iatas itanah x X 

Hak imilik irumah isusun x X 

Hak ikekayaan iintelektual x X 

Hak isewa x X 

Lain-lain x X 

Jumlah x X 

Pengelolaan idan iPengembangan iAset 

iWakaf 

  

Bagi ihasil x X 

Dividen x X 

Keuntungan ineto ipelepasan iinvestasi x X 

Kenaikan iatau ipenurunan inilai iinvestasi x X 

Beban i idan ipengelolaan idan ipengembangan 

iwakaf iyang isudah iterealisasi 

x X 

Jumlah x X 
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Jumlah iPenghasilan x X 

BEBAN   

Kegiatan iibadah x X 

Kegiatan ipendidikan x X 

Kegiatan ikesehatan x X 

Bantuan ifakir imiskin,anak iterlantar,yatim 

ipiatu,beasiswa 

x X 

Kegiatan iekonomi iumat x X 

Kegiatan ikesejahteraan ilain x X 

Jumlah ibeban x X 

KENAIKAN i(PENURUNAN) iASET iNETO x X 

ASET iNETO iAWAL iPERIODE x X 

ASET iNETO iAKHIR iPERIODE x X 

Sumber: iDE iPSAK i112 itentang iakuntansi iwakaf, i2018 

2.4.4 iLaporan iArus iKas 

Nazhir imenyajikan ilaporan iarus ikas isesuai idengan iPSAK i2 i: iLaporan 

iArus iKas, iPSAK ilain, idan iISAK iyang irelevan iyang imencakup, itetapi 

itidak iterbatas ipada: 

a.  Arus ikas idari iaktivitas ioperasi iyang itermasuk ipenerimaan idan 

pengeluaran; 

b.  Arus ikas idari iaktivitas iinvestasi iyang itermasuk ipenerimaan idan 

pengeluaran; 

c.  Arus ikas idari iaktivitas ipendanaan iyang itermasuk ipenerimaan idan 

pengeluaran; 

d.   Kenaikan i(penurunan) ikas idan isetara ikas; 

e.   Saldo ikas idan isetara ikas iawal itahun; 

f.   Saldo ikas idan isetara ikas iakhir itahun. 

 

2.4.5 iCatatan iatas ilaporan ikeuangan 

Nazhir imenyajikan icatatan iatas ilaporan ikeuangan isesuai idengan 

iPSAK i101 i: iPenyajian iKeuangan iSyariah, iPSAK ilain, idan iISAK iyang 

irelevan idengan i: 

1. Gambaran iumum iorganisasi; 

2. Kebijakan iakuntansi. 
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2.4.6 iRingkasan iPSAK i112 i 

Tabel i2.5 

Ringkasan iPSAK i112 i( iPengakuan,Pengukuran, iPenyajian,dan 

iPengungkapan) 

 

1.Pengakuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Aset iTemporer 

Jika iNazhir imenerima ijanji i(wa‟d) 

iuntuk iberwakaf, imaka iNazhir 

itidak mengakui iaset iyang iakan 

idiwakafkan idimasa imendatang 

idalam ilaporan keuangan. 

b) Aset iNon-Temporer 

Nazhir imengakui iaset iwakaf 

dalam ilaporan ikeuangan iketika 

memiliki kendali isecara ihukum 

idan ifisik iatas iaset iwakaf 

itersebut. 

c) Jika iNazhir imenerima iwasiat 

iwakaf, imaka iNazhir itidak 

imengakui iaset iyang akan 

idiwakafkan idi imasa imendatang 

idalam ilaporan ikeuangan. 

d) Jika iNazhir imenerima ijanji 

i(wa‟d)untuk iberwakaf, imaka 

iNazhir itidak mengakui iaset iyang 

iakan idiwakafkan idi imasa 

imendatang idalam ilaporan ikeuan    

keuangan. 

 

2.Pengukuran a) Pada isaat ipengakuan iawal, iaset 

wakaf idiukur isebagai iberikut: 

1) iAset iwakaf iberupa iuang 

idiukur ipada inilai inominal 

2) iAset iwakaf iselain iuang 

idiukur ipada inilai iwajar 

b) Aset iwakaf iberupa ilogam mulia 

iselanjutnya idiukur ipada inilai 

iwajar idan perubahannya  

idiakui isebagai idampak 

ipengukuran iulang iaset iwakaf. 

 

3.Penyajian 

 

 

4. iPengungkapan 

c) Nazhir imenyajikan iaset iwakaf 

itemporer iyang iditerima 

isebagai iliabilitas. 

Nazhir imengungkapkan ihal-hal 
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iterkait iwakaf, itetapi itidak 

iterbatas ipada i: i 

(a) ikebijakan iakuntansi iyang 

diterapkan ipada ipenerimaan, 

pengembangan idan ipengelolaan 

iaset wakaf. 

(b) ipenjelasan imengenai 

wakif iyang isignifikan isecara 

individual. 

(c) ipenjelasan imengenai 

strategi ipengelolaan idan 

pengembangan iaset iwakaf. 

 

 

 

2.5 iPenelitian iTerdahulu 

Tabel i2.6 

Penelitian iTerdahulu 

 

No Nama 

iPeneliti 

Judul 

iPenelitian 

Hasil iPenelitian 

1 
Mahasin 

i(2017) 

 iPerlakuan 

Akuntansi 

idan 

Pelaporan 

iAset 

Wakaf iPada 

iBadan 

Wakaf 

iIndonesia 

Kota iMalang 

Perlakuan iakuntansi idan 

iPelaporan aset iwakaf iyang 

iditerapkan ipada BWI iKota 

iMalang ibelum sepenuhnya 

isesuai idengan Pernyataan 

iStandar iAkuntansi Keuangan 

iPSAK i16, iPSAK i45, PSAK 

i109, iSORP i2015 idan iUU 

Wakaf, idikarenakan ibelum 

iadanya standar iyang idapat 

imengakomodirsecara keseluruhan 

ikeburuhan akuntansi iBWI, 

idengan idemikian 

mengharuskan iBWI iuntuk 

melakukan imodifikasi idalam 

pengelolaan iaset iwakaf idan 

penyusunanilaporankeuangannya. 
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Winata 

(i2015) 

Analisis 

Penyusunan 

Laporan 

iKeuangan 

Pengelolaan 

iAset 

WakafDi 

iBadan 

Wakaf 

iIndonesia 

(BWI) 

Hasil ipenelitian imenunjukkan 

bahwa idalam ipengakuan idan 

pengukuran iBWI imengacu ipada 

UU iWakaf, idalam ipencatatan 

BWI imengacu ipada iPSAK 

ETAP,sedangkan ipenyajian idan 

pengungkapan iBWI imengacu 

pada iPSAK i45dan iPSAP. iDari 

hasil ianalisis ikomposisi 

penerapan istandar iakuntansi 

diketahui ibahwa iBWI 

menggunakan istandar iPSAK i45 

sebesar ilima ipuluh ilima ipersen, 

PSAP itiga ipuluh ipersen iPSAK 

ETAP isebelas ipersen idan iUU 

Wakaf iempat ipersen. iSecara 

mayoritas iPSAK i45 isudah 

mengakomodir ikebutuhan 

akuntansi iBWI inamun imasih 

harus idimodifikasi idengan 

standar iakuntansi ilain 

3 Rahmah 

(2019) 

Penerapan 

iAkuntansi 

iWakaf iPada 

iNazhir 

iPersyariktan 

iDakwah iAl- 

iHaromain 

iSurabaya 

Sumber iDaya iManusia i(Nazhir) 

ikurang imemahami ibagaimana 

ipenerapan iakuntansi iwakaf idan 

ipenyusunan ilaporan ikeuangan 

iaset iwakaf iyang isemestinya 

iyaitu isesuai idengan istandar 

iyang iberlaku iuntuk iNazhir 

iorganisasi idan ibadan ihukum. 
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4 Wijaya 

(2015) 

Pengelolaan 

iDan 

Pelaporan 

iAset 

Wakaf iPada 

Lembaga 

iWakaf iDi 

Indonesia 

i(Studi 

Kasus iPada 

iYayasan 

Badan 

iWakaf 

iSultan 

Agung) 

bahwa ibelum iadanya isistem 

akuntansi yang khusus imengatur 

mengenai iwakaf. iHal iini 

idibuktikan oleh ipaparan 

isebagian ibesar informan iyang 

imemang ibergelut dibidang 

ikeuangan. iNamun, iini tidak 

imenjadi ipenghalang ibagi 

lembaga iwakaf, ikarena ilembaga 

wakaf imenerapkan isistem 

akuntansi iberdasarkan iPSAK i45 

mengenai iPelaporan iKeuangan 

i49 Entitas iNirlaba iyang 

imendekati sistem iakuntansi 

iuntuk iwakaf 

5 Hasanah 

i(2020) 

Menelaah 

iWakaf 

iProduktif 

iatas iSolusi 

iMasalah 

iUmat 

Berdasarkan 

iPSAK i112 

Transparansi idan ipelaporan 

pengelolaan idana iabadi iwakaf 

iproduktif dikelola idengan 

imenggunakan isuatu standar ibaku 

ibagi iLaporan iKeuangan, 

dimana istandar ipelaporan isaat 

iini imasih mengacu ipada istandar 

ilama iyang menggunakan iPSAK 

i109 itentang akuntansi izakat, 

iinfak, isedakah dikarenakan 

ibelum iadanya istandar ikhusus 

wakaf. 
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2.6. iKerangka iPemikiran 

 

  Adapun isecara iringkas, ialur ipenelitian iini idapat idiringkas idalam 

igambar ikerangka ipemikiran isebagaimana idapat idi ilihat ipada igambar idi 

ibawah iini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar i2.1 

Kerangka iPemikiran 

 

 

Pengelolaan Wakaf Pada 

Badan Wakaf Uang  

Muhammadiyah  

SumaSumbar 

 

Perlakuan Akuntansi 

Badan Wakaf Uang 

Muhammadiyah 

PSAK 112 

Analisis 

Tidak Sesuai Sesuai 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) 

Sumatera Barat. Alamat di Jl. Bundo Kanduang No. 1 Pasar Raya Kota Padang 

Sumatera Barat dan kantor BWUM Sumatera Barat berada dibawah Masjid 

Taqwa Muhammadiyah. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian langsung kurang lebih 6 (enam) bulan 

dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah penelitian 

kualitatif. Afrizal (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik 

penelitian sosiologi yang mengumpulkan dan menguraikan informasi sebagai 

kata-kata (lisan dan tulisan) dan kegiatan dan eksplorasi manusia tidak berusaha 

untuk menghitung atau mengukur informasi subjektif yang telah diperoleh dan 

selanjutnya tidak menganalisis angka-angka.  

Sementara itu, menurut Gunawan (2013) menyatakan penelitian kualitatif 

adalah cara untuk menangani membangun penjelasan informasi dalam pandangan 

sudut pandang yang berguna (misalnya, implikasi yang berasal dari pertemuan 

individu, kualitas sosial dan kronis, bertekad untuk membangun spekulasi atau 
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contoh spesifik informasi), atau dalam sudut pandang partisipatif (misalnya arah 

terhadap isu-isu pemerintah, isu-isu, upaya bersama, atau perubahan), atau 

keduanya). Sugiyono (2018) menyebutkan bahwa metode penelitian pada 

dasarnya adalah metode logis untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan 

pekerjaan tertentu. 

Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang harus dipikirkan, yaitu 

strategi logis, sosiologi, informasi, akal dan kegunaan. Sepanjang garis ini, 

ilmuwan memutuskan untuk menggunakan teknik eksplorasi subjektif untuk 

memutuskan bagaimana menemukan, mengumpulkan, memproses dan 

menyelidiki informasi pemeriksaan. 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer dan data sekunder. Chandrarin (2017) mendefinisikan data 

primer dan sekunder sebagai berikut: 

a.   Data primer yaitu data yang bersumber langsung dari objek penelitian atau 

responden, baik individu maupun kelompok. Disini informan dalam 

penetian ini adalah pengurus Badan Wakaf  Muhammadiyah dan penerima 

wakaf yang diberikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera 

Barat. 

b.  Data sekunder menurut Hasan,(2002) adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber 

yang telah ada Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer 

yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian 

terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data yang digunakan berupa laporan 

keuangan Badan Wakaf Uang Muhamadiyah Sumatera Barat yang 

diperoleh langsung dari lokasi penelitian. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Arikunto (2000)  menyatakan bahwa data adalah alat bantu yang di 

pilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan 

tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Wawancara yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak 

yayasan yang terkait dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk 

mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

No 

Nama Jabatan Keterangan 

1 Dr. Bakhtiar, M.Ag Pembina A1 

2 Hendri Novigator,S.Psi Ketua A2 

3 Nurhasanah,M.Pd Bendahara A3 

4 Aya S.Miza,SH Kepala Kantor A4 

5 Saiman,S.P Fundraising A5 

 

b. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap obyek studi untuk 

mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta 

mengkonfirmasikan obyektifitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh 

baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri. 

c. Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyalin, melihat,serta 

mengevaluasi laporan serta dokumen-dokumen yang terkait dengan obyek 

penelitian. 
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3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu 

metode penganalisaan data dimana data dikumpulkan, disusun, kemudian 

dibandingkan dengan teori yang disyari‟atkan (Gunawan, 2013). Tahapan dalam 

melakukan analisis data kualitatif yaitu : 

a. Reduksi data pada langkah ini peneliti melakukan riset data, seleksi 

data,memfokuskan 

pada masalah yang diteliti, melakukan penyederhanaan, melakukan    abstraksi 

dan melakukan transformasi. Hal tersebut berarti bahwa peneliti harus 

memilih-milih data yang benar, data yang berkesan pribadi dan mengeliminasi 

kesan pribadi dalam analisis. Reduksi dalam penelitian ini diawali dengan riset 

data, observasi dan dokumentasi. Kemudian, reduksi data berdasarkan pada 

batasan masalah yang diuraikan pada bab I. 

b. Display Data 

Pada langkah ini, peneliti menyajikan data untuk dibuat kesimpulan. Display 

data ini biasanya dibuat dalam bentuk cerita atau teks. Display yang baik akan 

menghasilkan analisis kualitatif yang valid. Analisis kualitatif yang valid akan 

menghasilkan kesimpulan yang dapat diverifikasi dan direplikasi. 

c. Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan 

melakukan verifikasi terhadap kesimpulan yang telah dibuat. Kesimpulan 

merupakan jawaban dari permasalahan penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan yang dilakukan berdasarkan pada hasil penelitian yang pada 

laporan keuangan Badan Wakaf  Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat. 

Kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan bagaimana penerapan akuntansi 

wakaf berdasarkan PSAK 112 di Badan Wakaf  Muhammadiyah Sumatera 

Barat. 



 
 

68 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil  

 

4.1.1 Profil Badan Wakaf Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat 

 

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah atau disingkat BWUM adalah sebuah 

organisasi yang menghimpun dan menaungi sumber daya wakaf uang oleh 

Muhammadiyah Sumatera Barat. BWUM Sumbar merupakan paguyuban sosial 

yang bertujuan memberdayakan ummat yang beralamat di Jalan Bundo Kandung 

No. 1 Padang. 

 Untuk mengelola secara handal, amanah, dan ahli, pimpinan daerah 

Muhammadiyah Sumatera Barat telah membentuk Badan Pengelola dengan Surat 

Keputusan Nomor: 65/KEP/II.0/D/2011 tanggal 05 Sya'ban 1432H/06 Juli 2011. 

Organisasi ini berarti menghimpun dan mengawasi wakaf uang di lingkungan 

Muhammadiyah dan daerah yang lebih luas. 

Pada tanggal 08 Oktober 2020 Badan Wakaf Uang Muhammadiyah 

Sumatera Barat telah tersertifikasi sebagai Nazhir atau pengelola wakaf yang satu 

kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah dan telah tercatat di Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) melalui surat tanda bukti pendaftaran Nazhir Nomor 

3.3.00262 sampai dengan 08 Oktober 2025. 

Tingginya aktivasi pengembangan afiliasi, yang juga disertai dengan 

kesulitan yang semakin besar dan lengkap, sangat mempengaruhi aksesibilitas 

aset yang ada dalam afiliasi. Secara umum diketahui dan dipahami bahwa dalam 

hal harta benda, Muhammadiyah masih sangat terbatas. Selanjutnya, banyak 
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proyek hierarkis (jemaat/organisasi dan ortom dan tujuan bisnis) tidak 

diakui dan diselesaikan secara lebih ideal. 

Dengan demikian, wakaf merupakan salah satu kemungkinan yang harus 

dikelola secara ideal, khususnya wakaf tunai. Selama lebih dari satu abad, 

Muhammadiyah cukup mampu dan masih dipercaya oleh daerah untuk mengawal 

sumber daya wakaf yang lestari. Melihat pengalaman dan kepercayaan daerah 

setempat, Muhammadiyah Sumbar saat ini sedang berupaya untuk menjadikan 

wakaf sebagai uang tunai. 

 

4.1.2. Visi Dan Misi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

a. Visi BWUM Sumatera Barat yaitu  : 

“Terbentuknya lembaga filantropi Islam yang amanah berdasarkan  

syari‟ah, profesional dalam mengelola dana masyarakat untuk 

kepentingan dan kemaslahatan ummat” 

b. Misi BWUM Sumatera Barat yaitu: 

1. Mengoptimalkan penghimpunan wakaf dari masyarakat luas 

2. Mengembangkan dan memproduktifkan harta wakaf 

3. Mendayagunakan hasil surplus/ keuntungan wakaf untuk 

pembiayaan   program-program keummatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

4.1.3. Struktur Oganisasi Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera  

Barat 

Individu yang disetujui dalam pembagian kerja adalah administrasi 

ketika konsekuensi dari pilihan pengumpulan telah selesai. Adapun desain 

gathering atau pembagian kerja masing-masing bidang di BWUM Sumbar 

adalah sebagai berikut (Taheransyah dan Sari, 2020): 

1) Pengurus Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 
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a) Memotivasi kemajuan latihan wakaf uang 

b) Mengawasi dan mengamankan harta benda wakaf 

2) Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar 

a) Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran wakaf uang 

b) Memimpin pertemuan batin 

c) Membuka jaringan luar dan 

d) Koordinasi dengan pelaksana kebiasaan buruk dan individu 

3) Wakil Ketua Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar 

a) Bantu menjumlahkan pekerjaan 

b) Kontrol dibuat oleh administrator 

c) Menggantikan posisi pengurus bila tidak hadir dalam latihan  

berkumpul. 

4) Sekretaris Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

a) Memelihara organisasi wakaf uang 

b) Kelola surat-surat yang mendekati dan aktif dari pendirian 

c) Pengarsipan informasi kelembagaan 

d) Jadwalkan pertemuan standar 

5) Bendahara Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

a) Mengelola informasi moneter (cash in dan cash out) 

b) Bertanggung jawab untuk mengumumkan cadangan wakaf 

            c) Mendokumentasikan latihan yang berhubungan dengan       

                pembukuan 

d) Memelihara dan menyimpan informasi moneter 

6) Anggota Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

a) Mengawasi dan mengelola kemajuan yayasan 

b) Melayani pengurus dan pimpinan dalam bekerjasama membina       

     yayasan. 

 

Adapun usaha-usaha yang dibentuk karena pilihan-pilihan 

administrasi tersebut adalah: 

1. Kepala Badan (Pelaksana) Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar 

a) Melayani pengunjung 

b) Memasukkan informasi masuk dan informasi keluar 

c) Memeriksa pengenalan peningkatan wakif 

d) Melakukan sosialisasi melalui Muhammadiyah, pengajian    

     Aisyiyah, dan media berbasis web. 

e) Mengumpulkan informasi wakif, informasi pasien di Klinik   

    Pratama H. Ahmad Dahlan 

f) Membangun partisipasi dengan kantor yang berbeda 

2. Kewenangan (Penggalangan Dana) 

a) Mengambil bantuan wakif secara konsisten, baik dalam bentuk       

    uang, sebagian, maupun bagian yang akan datang 

b) Membuat laporan tentang waqif yaitu wakaf uang 

c) Mengumpulkan peredaran kotak-kotak wakaf uang ke tempat-  

     tempat yang berbeda, misalnya toko, toko kelontong, rumah   

     makan, sektor usaha kecil di Kota Padang 
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d) Membuat laporan penyebaran kotak wakaf uang 

e) Sediakan wakaf tunai dengan jenis kotak besar, kotak sedang dan   

    simpanan. 

 

Dalam memutuskan dan merencanakan tugas, setiap BWUM 

Sumbar para pengurus telah membagi tugas yang telah terkumpul 

ditentukan untuk menyusun kembali dan menjelaskan tugas-tugas yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Wakaf Uang  

Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

 

Badan Wakaf Uang 
Muhammadiyah Sumatera 

Barat 

Pembina 
Dr.Bakhtiar,M.Ag 

Ketua 

Hendri Novigator, S.Psi.I 

Sekretaris 
Irwan Toni, S.HI 

 

Bendahara 

Nurhasanah, M.Pd 

Wakil Ketua  

Drs. Muslim Hamid,M.HI 
Wakil Sekretaris 

Iman Sabri, S.Th, I 

Wakil Ketua  

Muhayatul, SE,. M.Si 

Anggota 

Yayan Adi Putra, SE 
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Sumber : Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Gambar 4.2 
Struktur Badan Eksekutif Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah  

Sumatera Barat 

 

 

4.2. Pembahasan 

 

4.2.1 Praktik pengelolaan  wakaf uang pada Badan Wakaf Uang  

   Muhammadiyah Sumatera Barat  

 Secara administratif BWUM Sumatera Barat merupakan bagian dari Pimpinan 

Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat dan merupakan amal usaha 

Muhamadiyah Sumatera Barat. Nazhir BWUM Sumatera Barat sudah berbadan 

hukum yang satu kesatuan dengan Nazhir persyarikatan Muhammadiyah dan telah 

terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan nama Nazhir Persyarikatan 

Muhammadiyah.  

Hal ini telah memenuhi ketentuan dari UU No 41 Tahun 2004 pasal 9 Nazhir 

imeliputi a.perseorangan; b.organisasi; c.badan ihukum.dan pasal 10 poin 2 

Organisasi isebagaimana idimaksud idalam iPasal i9 ihuruf ib ihanya  dapat 

imenjadi iNazhir iapabila imemenuhi ipersyaratan i: 

a. pengurus iorganisasi iyang ibersangkutan imemenuhi ipersyaratan iNazhir i 

perseorangan isebagaimana idimaksud ipada iayat (1); idan 

b. organisasi iyang ibergerak idi ibidang isosial, ipendidikan, i I                       

kemasyarakatan, idan/atau ikeagamaan iIslam. 

 

 

 

 

Kepala Kantor 
AYA S MIZA, SH 

Fundraising 
IMAM SABRI, ST.Th.I 

Fundraising 
SAIMAN,SP 

Fundraising 
TOMI AFRIZAL,S.Psi 
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A. Penghimpunan 

Penghimpunan wakaf di BWUM Sumatera Barat dilakukan dengan berbagai 

bentuk sebagai berikut : 

1. Segmen Pecahan  

Adapun yang dimaksud dengan segmen pecahan adalah wakif atau  seseorang 

yang mewakafkan sebagian hartanya dalam bentuk  uang secara rutin dengan 

jumlah tertentu secara berkelanjutan. Misalnya seseorang berwakaf setiap 

bulannya sebesar Rp. 50.000,-. Maka setiap bulan la berwakaf sebesar Rp. 

50.000,-. Hal ini dilakukan untuk meringakan wakif yang ingin berwakaf 

uang. 

2. Segmen Kas 

Segmen kas adalah pewakif atau seseorang yang mewakafkan hartanya 

(uang) dalam jumlah tertentu pada satu kali pembayaran setiap kali 

melakukan transaksi wakaf. Misalnya seseorang berwakaf langsung, secara 

kas sebesar Rp. 5.000.000 – tanpa melakukan wakaf setiap bulannya. 

3. Segmen berjangka  

Adapun yang dimaksud dengan wakaf segmen berjangka adalah seseorang 

atau wakif yang mewakafkan sebagian dari hartanya (uang) dalam jumlah 

(rupiah) dan waktu tertentu (harian,mingguan,bulanan,dan tahunan). 

Misalnya bapak Usman mewakafkan uangnya sebesar Rp. 20.000.000,- 

dengan jangka waktu sepuluh tahun. Setelah sepuluh tahun dan wakaf uang 

bapak Usman telah dikelola oleh BWUM diambil kembali uang sejumlah Rp. 

20.000.000. 
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Sumber : Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Gambar 4.3 

Mekanisme Alur Berwakaf Uang Pada Badan Wakaf Uang 

Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 21 tentang 

penerimaan wakaf uang  menyatakan bahwa : (1) Penerimaan wakaf melalui uang 

oleh Nazhir dapat dilakukan secara langsung dengan menyerahkan sejumlah uang 

kepada Nazhir dan/atau melalui rekening wakaf melalui uang atas nama Nazhir di 

LKS-PWU. (2) Nazhir menerbitkan tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang 

dari wakif. (3) Tanda bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana 

dimaksud pada ayat 2 (dua) paling sedikit memuat : a. nama dan identitas wakif b. 

nama dan identitas Nazhir c. nama dan identitas saksi d.jumlah nominal uang e. 

peruntukan wakaf melaui uang f. Mauquf Alaih atau penerima manfaat (4)Tanda 

bukti penerimaan wakaf melalui uang sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) 

1.Wakif  datang ke 
kantor BWUM 
Sumbar 
2. Fundraising 
mendatangi wakif 

Mengisi formulir 
kesediaan berwakaf 

uang 

Menandatangani  
Formulir Kesediaan 

Berwakaf uang 

Mencetak Sertifikat 
Wakaf Uang (SWU) 

Memberikan Sertifikat 
Wakaf Uang (SWU) 

Kepada Wakif 

Rekening Bank Nazhir 
Badan Wakaf Uang 

Dikelola Hasil Mauquf Alaih 
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diterbitkan sebanyak empat lembar untuk diberikan kepadaa wakif b. Nazhir c. 

BWI d. Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.  

Mengacu pada Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 8 yang menyatakan 

bahwa : (1) Setoran wakaf uang dari wakif ditujukan kepada Nazhir wakaf uang 

yang telah terdaftar pada BWI. (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan 

kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dilanjutkan 

dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan. (3) Formulir pernyataan 

kehendak wakif yang berfungsi sebagai Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang telah diisi 

dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, 

selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 

1 (satu) orang pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf  

(PPAIW).(4) Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang yang 

selanjutnya disingkat LKS-PWU mengeluarkan sertifikat wakaf  uang kepada 

wakif apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah 

terpenuhi. 

Berdasarkan mekanisme alur berwakaf yang ada pada gambar 4.3 maka 

BWUM Sumatera Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang No 41 tahun 2004 

pasal 21 tentang penerimaa wakaf uang. 

Jumlah penghimpunan dana wakaf tahun 2018 dan 2019 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018 dan 2019 

 

Saldo akhir 2017 Rp. 825.808.514 

Penghimpunan Januari-Desember 2018 Rp. 240.694.400 
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Penarikan wakaf berjangka  (Rp. 10.000.000 ) 

Penghimpunan Januari-Desember 2019 Rp. 246.026.600 

Total Saldo Tahun 2019 Rp. 1.285.799.114.35 

Tabel 4.2 

Laporan  Perkembangan Penghimpunan Wakaf Tahun 2018-2019 
N

o 

Bulan Tahun 

2018 2019 

1 Januari 
Rp. 12.000.000 Rp. 21.305.100 

2 Februari 
Rp. 30.804.500 Rp. 21.207.800 

3 Maret 
Rp. 13.505.000 Rp. 24.713.000 

4 April  
Rp. 20.329.000 Rp. 19.038.400 

5 Mei 
Rp. 24.454.100 Rp. 17.806.500 

6 Juni 
Rp. 16.308.700 Rp. 22.068.00 

7 Juli 
Rp. 12.606.600 Rp. 11.612.500 

8 Agustus 
Rp. 25.599.500 Rp. 21.103.000 

9 September 
Rp. 17.488.900 Rp. 16.077.300 

1

0 

Oktober 
Rp. 26.216.500 Rp. 22.355.500 

1

1 

November 
Rp. 14.651.200 Rp. 27.649.500 

1

2 

Desember 
Rp. 26.770.400 Rp. 21.090.000 

Jumlah 
Rp. 240.694.400 Rp. 246.026.600 

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

 

4.2.2 Pengembangan  wakaf uang pada Badan Wakaf Uang  Muhammadiyah 

Sumatera Barat  

Dalam rangka pengembangan aset wakaf uang, BWUM Sumatera Barat 

melakukan rangkaian  program untuk wakaf uang sebagai berikut :  

1. Investasi pada lembaga keuangan  
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Nazhir BWUM telah bekerjasama dengan LKS-PWU. cadangan atau dana 

wakaf yang terkumpul dimasukkan ke dalam lembaga keuangan mitra BWUM, 

tepatnya BMT Attaqwa Muhammadiyah, BPR Cerana Kiat Andalas, Bank 

Syariah Mandiri, BPD Syariah dan Bukopin Syariah. 

2. Budidaya lele organik/alami 

Pengembangan lele organik mulai dilakukan di kelurahan Lubuk Basung 

Sepakat, Koto Tangah sejak Februari 2018. 

3. Pengelolaan perkebunan tebu di wilayah Lawang. 

Penatausahaan lahan tebu telah dimulai sejak Januari 2018. Perkebunan tebu 

diikelola dengan menyewa 3 tumpuk lahan kebun tebu di Jorong Andaleh 

Nagari Lawang Tigo Balai Kecamatan Matur. 

4. UD Berkah 

UD Berkah merupakan usaha dagang yang bergerak dibidang penjualan barang, 

mulai dari handphone, TV, sepeda motor, dan lain-lain. UD. Berkah ini 

diperuntukan untuk wakif Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumbar. 

 

Tabel 4.3 

Realisasi Kegiatan Program Pengembangan 

Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

Tahun 2018-2020 

 

No Jenis Kegiatan Realisasi Kegiatan Keterangan 

1. Investasi pada 

lembaga 

keuangan 

Investasi pada lembaga 

keuangan ini dalam bentuk 

tabungan biasa dan deposito 

dengan bagi hasilnya 

60:40,investasi nya Rp. 

400.000.000   

Beroperasi 

sampai sekarang 

2. Budidaya lele 

organik 

Nilai investasi pada lele 

organik ini Rp. 150.000.000. 

Tidak beroperasi 
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dari usaha budidaya lele sudah 

ditutup karena biaya lebih 

besar daripada pendapatan 

(rugi). 

3. Pengelolaan 

lahan tebu 

Nilai investasi pada 

pengelolaan lahan tebu ini Rp. 

22.000.000. sampai tahun 2019 

usaha ini belum mencapai 

break event point (balik modal)  

Tidak beroperasi  

4. UD Berkah Investasi awal pada UD 

Berkah ini senilai Rp. 

800.000.000 

Beroperasi 

sampai sekarang 

Mengacu pada peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman 

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang dilakukan dengan 

ketentuan 60% (enam puluh persen) investasi dalam instrumen Lembaga Keuangan 

Syariah (LKS) dan 40% (empat puluh persen) di luar Lembaga Keuangan Syariah . 

 

 

Tabel 4.4 

Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018-2019 

 

Keterangan Jumlah 

2018 2019 

Keuntungan Investasi 

Pada Lembaga Keuangan 

Rp.  2.276.090.42 Rp.2.785.526 

Keuntungan Investasi 

Langsung 

Rp.   5.904.500 Rp.38.841.401 

Jumlah Rp.  68.180.590.42 Rp.71.626.927 
  Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Adapun untuk pengembangan dana wakaf yang di kelola maka BWUM 

Sumatera Barat melakukan aktivitas investasi pada lembaga keuangan, membuka 

usaha produktif budidaya lele dan perkebunan tebu serta bidang perdagangan.  

Keuntungan  dari kegiatan investasi atau usaha produktif tersebut dipergunakan 

untuk beberapa kegiatan sebagai berikut: 
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a. Layanan di bidang kesehatan dimana biaya berobatnya gratis di Klinik Pratama 

K.H. Ahmad Dahlan Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat.  

b. Biaya operasional BWUM Sumatera Barat 

c. Bantuan kegiatan organisai otonom (ortom) atau majelis/lembaga 

d. Bantuan sosial keagamaan. 

 

Pada tabel berikut dapat di lihat  proporsi pemanfaatan dari pengembangan 

dana wakaf pada BWUM Sumatera Barat. 

Tabel 4.5 

Penggunaan dana bagi hasil investasi dana Wakaf 

Tahun 2018-2019 

 
Keterangan Tahun 

2018 2019 

Program Pelayanan Kesehatan 

Gratis 

Rp. 6.000.000 Rp.     6.000.000 

Bantuan Kegiatan Keagamaan Rp.     850.000 Rp.      1.192.000 

Biaya operasional Rp. 60.330.590 Rp.     59.081.143 

Biaya Pembuatan Kotak wakaf Rp.     780.000 Rp.       4.920.000 

Biaya Sosial Rp.         - Rp.          530.000 

Jumlah Rp.  68.100.000 Rp.      71.723.143 

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 12 menyatakan 

bahwa Nazhir berhak mendapatkan imbalan atas tugasnya : (a) rnelakukan 

pengadministrasian harta benda wakaf; (b) mengelola dan mengembangkan harta 

benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; (c) mengawasi dan 

melindungi harta benda wakaf; (d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan 

Wakaf Indonesia, dimana bahwa besarnya dana imbalan tersebut adalah maksimal 
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10% dari hasil pengelolaan dan pengembangan harta aset wakaf . Sebagai contoh 

apabila hasil pengelolaan dan pengembangan atas wakaf selama periode tertentu 

adalah  Rp 1 Miliar maka imbalan / gaji yang dapat diterima oleh Nazhir adalah 

maksimal 10% dari Rp. 1 Miliar atau setara dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta 

rupiah). 

Tabel 4.6 

Perbandingan Hasil Investasi Dengan Biaya Operasional 

 
Tahun Hasil investasi dana wakaf  Biaya Operasional (termasuk 

gaji) 

2018 Rp. 68.180.590.42 Rp. 60.330.590 

2019 Rp. 71.626.000.927 Rp. 59.081.143 

Sumber : Hasil olahan  

 

Ilustrasi yang disampaikan pada tabel 4.6 diatas merupakan perbandingan 

antara hasil investasi dengan biaya dan penggunaannya untuk kegiatan 

operasional termasuk gaji   dimana besarannya melebihi ketentuan dari Undang-

Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 12. 

 

4.2.3 Penerapan PSAK 112 pada BWUM Sumatera Barat 

Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah 

Sumatera Barat periode 2018-2019 berbentuk laporan penghimpunan (Uang 

masuk) dan penggunaan (uang keluar) yaitu sebagi berikut : 

Tabel 4.7 

 Jumlah Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018-2019 

 

Saldo akhir Desember 2017 Rp. 825.808.514 

Penghimpunan Januari – Desember 

2018 

Rp. 246.026.600 

Penghimpunan Januari – Desember 

2019 

Rp. 246.026.600 

Jumlah Rp. 1.285.799.114 
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Tabel 4.8 

 Rincian Penghimpunan Dana Wakaf Tahun 2018-2019 

 
N

o 

Bulan Tahun 

2018 2019 

1 Januari 
Rp. 12.000.000 Rp. 21.305.100 

2 Februari 
Rp. 30.804.500 Rp. 21.207.800 

3 Maret 
Rp. 13.505.000 Rp. 24.713.000 

4 April  
Rp. 20.329.000 Rp. 19.038.400 

5 Mei 
Rp. 24.454.100 Rp. 17.806.500 

6 Juni 
Rp. 16.308.700 Rp. 22.068.00 

7 Juli 
Rp. 12.606.600 Rp. 11.612.500 

8 Agustus 
Rp. 25.599.500 Rp. 21.103.000 

9 September 
Rp. 17.488.900 Rp. 16.077.300 

1

0 

Oktober 
Rp. 26.216.500 Rp. 22.355.500 

1

1 

November 
Rp. 14.651.200 Rp. 27.649.500 

1

2 

Desember 
Rp. 26.770.400 Rp. 21.090.000 

Jumlah 
Rp. 240.694.400 Rp. 246.026.600 

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Tabel 4.9 

Perolehan Bagi Hasil Investasi Dana Wakaf Tahun 2018-2019 

 

Keterangan Jumlah 

2018 2019 

Keuntungan Investasi 

Pada Lembaga Keuangan 

Rp.  2.276.090.42 Rp.2.785.526 

Keuntungan Investasi 

Langsung 

Rp.   5.904.500 Rp.38.841.401 

Jumlah Rp.  68.180.590.42 Rp.71.626.927 
  Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 
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Tabel 4.10 

Penggunaan dana bagi hasil investasi dana Wakaf 

Tahun 2018-2019 

 
Keterangan Tahun 

2018 2019 

Program Pelayanan Kesehatan 

Gratis 

Rp. 6.000.000 Rp.     6.000.000 

Bantuan Kegiatan Keagamaan Rp.     850.000 Rp.      1.192.000 

Biaya operasional Rp. 60.330.590 Rp.     59.081.143 

Biaya Pembuatan Kotak wakaf Rp.     780.000 Rp.       4.920.000 

Biaya Sosial Rp.         - Rp.          530.000 

Jumlah Rp.  68.100.000 Rp.      71.723.143 

Sumber : Dokumentasi Badan Wakaf  Uang Muhammadiyah Sumatera Barat 

 

Sementara laporan keuangan yang lengkap menurut akuntansi wakaf PSAK 

112 ada lima komponen laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan, laporan 

rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan.  

Merujuk pada PSAK 112, pengelolaan wakaf memerlukan akuntabilitas, 

karena tanpa akuntabilitas suatu organisasi dapat berujung pada kegagalan. 

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban atas kewajiban Nazhir 

untuk mengelola harta wakaf dan mendistribusikan manfaatnya sesuai dengan 

syariat Islam. Salah satu pertanggungjawaban Nazhir dapat diketahui melalui 

laporan keuangan Nazhir. Organisasi nirlaba, amal, dan organisasi yang 

berorientasi pada kegiatan sosial tidak lepas dari tuntutan untuk meningkatkan 

akuntabilitasnya. 

Oleh karena itu penting untuk memiliki standar akuntansi dan pelaporan 

yang baik untuk wakaf. Sebagai seorang wakif (pemilik harta yang diwakafkan) 
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tentunya akan melihat kualitas seorang Nazhir (pengelola wakaf) bagaimana cara 

Nazhir mengelola harta mereka sesuai syariat Islam dan Undang-Undang yang 

berlaku. Dengan melihat pelaporan keuangan sudah dapat mencerminkan 

pengelolaan dan pengembangan harta wakaf oleh Nazhir, sehingga dari pelaporan 

keuangan sudah dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bagi wakif. 

 Sampai saat ini  entititas Badan Wakaf Uang Muhammadiyah Sumatera 

Barat belum  memiliki laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi wakaf 

yaitu PSAK 112 sehingga hasil analisis penelitian ini merekomendasikan 

penyusunan laporan keuangan mengacu pada PSAK 112 menggunakan format 

PSAK 112 antara lain laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, 

laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan sebagaimana 

mestinya yang telah di sampaikan pada tinjuan pustaka. 

Berdasarkan peraturan  BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang 

pelaporan wakaf menyatakan bahwa : (1) Nazhir wajib menyampaikan laporan 

pengelolaan wakaf harta benda wakaf selain uang kepada BWI dengan tembusan 

kepada Kementerian Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. 

(2)  Laporan pengelolaan harta benda wakaf selain uang disampaikan oleh Nazhir 

setiap (1) satu tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret. (3)Laporan 

pengelolaan wakaf uang disampaikan oleh Nazhir setiap 6 (enam bulan) sekali 

paling lama minggu pertama Juli dan Januari. (4) Nazhir wajib menyampaikan 

laporan pengelolaan wakaf kepada BWI dengan tembusan kepada Kementerian 

Agama melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (5) BWI dapat 

mengenakan sanksi administratif kepada Nazhir yang tidak menyampaikan 
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laporan pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

berupa:a. peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali setiap bulan 

secara berturut-turut sejak Nazhir tidak memberikan laporan wakaf uang; 

b.pencabutan sementara tanda bukti pendaftaran Nazhir c. pencabutan selamanya 

tanda bukti pendaftaran Nazhir. 

Merujuk pada peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang 

pelaporan wakaf  dan  berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan 

pada BWUM Sumatera Barat diketahui bahwa sampai saat ini Nazhir BWUM 

Sumatera Barat belum pernah menyampaikan  laporan pengelolaan wakaf kepada 

BWI dengan tembusan kepada Kementerian Agama melalui Direktorat 

Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. 

Mengacu pada pembahasan tersebut diatas maka dapat dirangkumkan 

tentang pengelolaan,pengembangan, dan pelaporan keuangan pada BWUM 

Sumatera Barat sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Ringkasan Pembahasan Praktik pengelolaan dan Penerapan PSAK 112 pada 

BWUM Sumatera Barat 

 
No Keterangan  Sesuai Tidak sesuai 

1 

 

BWUM Sumatera Barat 

sudah terdaftar pada BWI 

yaitu satu kesatuan dengan 

Nazhir persyarikatan 

Muhammadiyah. 

Hal ini telah 

memenuhi 

ketentuan dari UU 

No 41 tahun 2004 

pasal 10 poin b. 
 

 

- 

2 Pemberian sertifikat  

kepada wakif oleh BWUM 

Sumatera Barat 

BWUM Sumatera 

Barat sudah sesuai 

dengan Undang-

Undang No 41 

tahun 2004 pasal 21 

tentang penerima 

wakaf uang. 

- 
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3 Sebaran investasi 

pengelolaan dan 

pengembangan wakaf uang 

- Besaran ketentuan 

persentasenya tidak 

memenuhi aturan 

BWI Nomor 4  

Tahun 2010 

tentang pedoman 

pengelolaan dan 

pengembangan 

harta benda wakaf  

uang. 
 

4 Pembagian hasil 

pengelolaan wakaf kepada 

Nazhir 

- Perbandingan 

antara hasil 

investasi dengan 

biaya dan 

penggunaannya 

untuk kegiatan 

operasional 

termasuk gaji   

dimana besarannya 

melebihi ketentuan 

dari Undang-

Undang No 41 

Tahun 2004 Pasal 

12. 
 

5 Berdasarkan laporan 

penggunaan dana bagi 

hasil investasi pada tabel 

4.5 dapat dilihat bahwa 

penyaluran manfaat hasil 

pengelolaan wakaf belum 

optimal di karenakan biaya 

operasional lebih besar 

dibanding dengan 

pemanfaatan nya untuk 

masyarakat. 

rincian aset wakaf, 

laporan aktivitas, 

laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan 

keuangan.  
 

 

- 

 

 

Laporan keuangan 

yang disajikan oleh 

Badan Wakaf Uang 

Muhammadiyah 

Sumatera Barat 

periode 2018-2020 

hanya terdiri dari 

(1) laporan 

penghimpunan 

(uang masuk) dan, 

(2) laporan 

penggunaan (uang 

keluar), sedangkan 

laporan keuangan 

yang lengkap 

mengacu pada 

PSAK 112   

tentang akuntansi 

wakaf  harus 
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terdapat ada lima 

komponen laporan 

keuangan yaitu 

laporan posisi 

keuangan, laporan 

rincian aset wakaf, 

laporan aktivitas, 

laporan arus kas, 

dan catatan atas 

laporan keuangan. 
 

6 Pelaporan pengelolaan 

wakaf pada BWUM  

Sumatera Barat kepada 

BWI  

- Merujuk pada 

peraturan BWI 

Nomor 01 Tahun 

2020 pasal 24 

tentang pelaporan 

wakaf  dan  

berdasarkan hasil 

observasi dan 

wawancara yang 

dilakukan pada 

BWUM Sumatera 

Barat diketahui 

bahwa sampai saat 

ini Nazhir BWUM 

Sumatera Barat 

belum pernah 

menyampaikan  

laporan 

pengelolaan wakaf 

kepada BWI 

 

4.2.4 Ilustrasi Akuntansi Wakaf Uang dan Wakaf Saham  

Pedoman akuntabilitas keuangan pengelolaan wakaf adalah PSAK 112 tentang 

akuntansi wakaf. PSAK 112 telah disahkan oleh IAI tahun 2018 dan mulai 

berlaku per 1 Januari 2021. Namun Nazhir sebagai pengelola wakaf bisa 

mengalami kesulitan dalam memahami dan mengikuti PSAK 112 tersebut jika 
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tidak diberikan contoh pelaksanaan pembukuan wakaf. Oleh karena itu akan 

diberikan ilustrasi penerapan PSAK 112 pada transaksi wakaf uang dan wakaf 

saham. Untuk memudahkan penerapan, ilustrasi yang akan disajikan merupakan 

sebuah rangkaian mekanisme wakaf uang dan wakaf saham berdasarkan 

pembahasan sebelumnya. (Baihaqi, Islamiah, & Munandar, 2021) 

  Berikut ini ilustrasi pembukuan transaksi atau peristiwa yang berkaitan dengan 

wakaf uang dan wakaf saham dari sisi Nazhir. 

1. Tuan A mewakafkan uang sejumlah Rp 10.000 kepada Nazhir X yang 

bermitra dengan Bank Syariah ZZZ tanpa jangka waktu untuk wakaf 

produktif 

 D K 

Kas-Bank Syariah ZZZ 10.000  

Penerimaan wakaf  permanen Kas  10.000 

 

2. Tuan B mewakafkan  uang sejumlah Rp 1.000 kepada Nazhir X yang 

bermitra dengan Bank Syariah HHH dengan jangka waktu 1 tahun untuk 

wakaf produktif. 

 D K 

Kas-Bank Syariah HHH 1.000  

Liabilitas wakaf temporer  1.000 

 

3.   Nazhir X mengembangkan aset wakaf dividen dari Tuan B pada produk 

Deposito Bank Syariah HHH dengan akad mudharabah selama 1 tahun 

senilai Rp 1.000 dan akan diperpanjang secara otomatis. Nazhir akan 

mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut. “Atas peristiwa ini Nazhir 
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tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya dividen yang diinvestasikan 

masih menjadi tanggung jawab Nazhir.” 

4.   Atas wakaf saham dari kepemilikan pada perusahaan TTTT, Nazir X 

mendapat dividen yang dibagikan senilai Rp 600 netto. 

 D K 

Surat Berharga-saham 600  

Pengelolaan dan pengembangan aset  

wakaf-dividen   

 600 

 

5.  Atas investasi pada proyek hotel syariah, Nazhir X mendapat bagi hasil Rp  

    800. Masuk ke rekening Bank Syariah ZZZ. 

 D K 

Kas-Bank Syariah ZZZ 800  

Pengelolaan dan pengem- 

bangan aset wakaf-bagi hasil 

 800 

 

6. Atas bagi hasil dari hotel syariah senilai Rp 800, 50% disalurkan untuk  

mauquf alaih (program kesehatan 50% dan program beasiswa 50%), 10%  

untuk Nazhir, dan sisanya untuk cadangan. Perhitungan : 

 D K 

Beban penyaluran-kesehatan 200  

Beban penyaluran-beasiswa 200  

     Kas-Bank Syariah ZZZ   400 

 

 D K 

Pengelolaan dan pengembangan  

aset wakaf-bagi hasil 

80  

Pengelolaan dan pengem- 

bangan aset wakaf-Bagian Nazhir- 

     atas hasil pengelolaan dan  

pengembangan wakaf 

 80 
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7.   Atas investasi pada produk Deposito Bank Syariah HHH, Nazhir X 

mendapat bagi hasil Rp 100. Masuk ke rekening Bank Syariah HHH 

termasuk pokok depositonya. 

 D K 

Kas-Bank Syariah HHH 100  

Penerimaan wakaf temporer- 

Kas 

 100 

 

8.  Atas bagi hasil dari deposito senilai Rp 100, dipotong pajak sebesar Rp 20.  

 Setelah dipotong pajak, 100% disalurkan untuk mauquf alaih program       

pendidikan. Perhitungan:   

Bagi hasil Mauquf alaih 

100  

Pajak 20  

Bagi hasil bersih 80 80 

 

 D K 

Beban pengelolaan dan pengembangan 20  

Beban penyaluran-pendidikan 80  

Kas-Bank Syariah HHH  100 

 

9.   Telah habis masa wakaf uang Tuan B sejumlah Rp 1.000. Nazhir wajib  

melunasi liabilitas wakaf uang tersebut.   

 D K 

Liabilitas wakaf temporer 1.000  

Kas-Bank Syariah HHH  1.000 

 

Berikut ini ilustrasi pembukuan transaksi atau peristiwa yang berkaitan  

      dengan wakaf saham dari sisi Nazhir. 

1.  Tuan A mewakafkan saham TTTT senilai Rp 10.000 kepada Nazhir X yang  
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bermitra dengan Sekuritas SOTS WWW tanpa jangka waktu untuk wakaf  

produktif modal UMKM. 

 D K 

Surat Berharga-Saham 10.000  

Penerimaan wakaf permanen- 

Saham 

 10.000 

 

2.  Tuan B mewakafkan dividen dari saham KKKK yang dimilikinya sejumlah  

Rp 1.000 kepada Nazir X selama 5 tahun sejak tahun 2020 untuk bantuan  

yatim piatu. 

 D K 

Aset lancar lain-hak dividen 1.000  

Penerimaan wakaf permanen- 

hak dividen 

 1.000 

 

3.  Nazir X mengembangkan aset wakaf dividen dari Tuan B pada produk 

Deposito Bank Syariah HHH dengan akad mudharabah selama 1 tahun 

senilai Rp 1.000 dan akan diperpanjang secara otomatis. Nazhir akan 

mendapatkan bagi hasil atas investasi tersebut. Atas peristiwa ini Nazhir 

tidak perlu membuat jurnal karena hakikatnya dividen yang diinvestasikan 

masih menjadi tanggung jawab Nazir.” 

4.  Atas wakaf saham dari kepemilikan pada perusahaan TTTT, Nazir X  

mendapat dividen yang dibagikan senilai Rp 600 netto. 

 D K 

Surat Berharga-saham 600  

Pengelolaan dan pengem- 

bangan aset wakaf-dividen 

 600 
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5.  Atas investasi pada produk Deposito Bank Syariah HHH, Nazhir X 

mendapat bagi hasil Rp 100. Masuk ke rekening Bank Syariah HHH. 

 D K 

Aset lancar lain-Hak dividen 100  

Pengelolaan dan pengembangan aset 

wakaf-bagi hasil 

 100 

 

6.  Atas dividen dari saham TTTT senilai Rp 600 netto, 60% disalurkan untuk 

maukuf alaih program modal kerja UMKM, 10% untuk Nazhir, dan 

sisanya untuk cadangan/reinvestasi. Perhitungan: 

Bagi hasil Maukuf alaih 

60% (ekonomi 

umat) 

Nazhir 10% Cadangan 30% 

600 360 60 180 

 

 D K 

Beban penyaluran-kegiatan ekonomi 

umat 

360  

Surat Berharga-saham  360 

 

7. Pada akhir tahun, saham TTTT mengalami kenaikan harga pasar menjadi 

Rp 10.100. 

 D K 

Dampak pengukuran ulang aset wakaf 

Surat Berharga-Saham 

10.100  

Pengelolaan dan pengembangan aset 

wakaf- kenaikan nilai investasi     

 10.100 

 

Berdasarkan ilustrasi transaksi wakaf uang dan wakaf saham di atas, 

langkah selanjutnya adalah menyusun buku besar dengan mengklasifikasikan 

akun-akun yang sama. Kemudian membuat neraca lajur untuk memudahkan 
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menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat disajikan dari 

transaksi-transaksi pada Nazir X tersebut terdiri dari Laporan Aktivitas, Laporan 

Rincian Aset Wakaf, dan Laporan Posisi Keuangan. Laporan Aktivitas berisi 

penerimaan dan pengeluaran nazir dari aktivitas pengelolaan wakaf. Bagian 

penerimaan berisi seluruh penerimaan wakaf dan hasil pengelolaan aset wakaf. 

Sedangkan bagian pengeluaran berisi beban penyaluran hasil pengelolaan aset 

wakaf sesuai peruntukan wakaf 

Tabel 4.12 

Ilustrasi Laporan Aktivitas Nazhir X 

 
LAPORAN AKTIVITAS  

NAZHIR X 

          Per 31 Desember 2020 

Penerimaan :  31 Des 2020 

Penerimaan Wakaf Permanen   

Kas   10.000 

Surat berharga-saham  10.000 

Hak dividen    1.000 

   

Penerimaan Wakaf Temporer :       

Kas  100 

   

Dampak Pengukuran Ulang Aset 

Wakaf 

  

Surat berharga  (100) 

   

Pengelolaan dan Pengembangan 

Aset : Wakaf 

  

Bagi hasil  820 

Dividen  540 

Kenaikan nilai investasi  100 

Beban pengelolaan dan 

pengembangan 

 (20) 

Bagian Nazhir  140 

   

Jumlah penerimaan  22.580 
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BEBAN   

Kegiatan pendidikan  80 

Kegiatan kesehatan  200 

Bantuan Yatim Piatu, Beasiswa  300 

Kegiatan Ekonomi Umat  360 

   

Jumlah beban  940 

   

KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO 21.640 

  

ASET NETO AWAL PERIODE - 

  

ASET NETO AKHIR PERIODE 21.640 

 

 

Tabel 4.13  

Ilustrsi Laporan Aset Wakaf  

Laporan Rincian Aset Wakaf berisi rincian aset yang diwakafkan oleh  

wakif dan penambahan dari hasil pengelolaan dan pengembangan aset 

wakaf.   

 

LAPORAN RINCIAN ASET WAKAF 

NAZHIR “ABC” 

Per 31 Desember 20X2 dan 20x1 

 31 Des 20X2 

 Wakif Hasil pengelolaaan dan 

Pengembangan 

Jumlah 

Kas dan Setara 

Kas 

10.000 400 10.400 

Surat Berharga-

Saham 

10.000 240 10.240 

Aset Lancar Lain-

Hak  Dividen 

1.000  -   1.000 

    

Jumlah aset  640 21.640 

 

Tabel 4.14 

Ilustrasi Laporan Posisi Keuangan 

Laporan Posisi Keuangan berisi aset dan liabilitas pengelolaan  

wakaf oleh nazhir, serta selisihnya yang disebut Aset Neto. 
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LAPORAN  POSISI KEUANGAN 

NAZHIR X 

          Per 31 Desember 2020 

  31 Des 2020 

ASET   

Aset Lancar :  

Kas dan setara kas  10.400 

Surat berharga-saham  10.240 

Aset lancer lain dan hak dividen    1.000 

   

Jumlah Aset :       

  21.640 

LIABILITAS   

Liabilitas jangka pendek :   

Wakaf temporer jangka pendek  - 

   

Jumlah liabilitas  - 

   

Aset Neto  21.640 

 

Berdasarkan ilustrasi yang telah dipaparkan, diharapkan Nazhir mampu 

menyusun laporan keuangan dengan benar. Kelemahan dari penelitian ini adalah 

dalam pembuatan ilustrasi atas transaksi wakaf tidak didasarkan pada transaksi riil 

pada pengelola wakaf. Untuk peneliti selanjutnya dapat menganalisis 

implementasi PSAK No. 112 tentang wakaf pada Nazhir wakaf uang atau wakaf 

secara umum.  

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

96 
 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN 

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pembahasan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa praktik pengelolaan wakaf uang pada Badan Wakaf Uang 

Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat adalah sebagai berikut: 

1. BWUM Sumatera Barat sudah terdaftar pada BWI yaitu satu kesatuan dengan 

Nazhir persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana diatur dalam UU No 41 

tahun 2004 pasal 10 poin b.  

2. Telah memenuhi Undang-Undang No 41 tahun 2004 pasal 21 tentang penerima 

wakaf uang dimana dilakukan pemberian sertifikat kepada wakif oleh BWUM 

Sumatera Barat.  

3. Besaran ketentuan untuk investasi dalam hal persentasenya tidak memenuhi 

ketentuan aturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf  uang.  

4. Perbandingan antara hasil investasi dengan biaya dan penggunaannya untuk 

kegiatan operasional termasuk gaji dimana besarannya melebihi ketentuan dari 

Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Pasal 12.  

5. Laporan keuangan yang disajikan oleh Badan Wakaf Uang Muhammadiyah 

Sumatera Barat periode 2018-2020 hanya terdiri dari (1) laporan 

penghimpunan (uang masuk) dan, (2) laporan penggunaan (uang keluar), 

sedangkan laporan keuangan yang lengkap mengacu pada PSAK 112   tentang 

akuntansi wakaf  harus terdapat ada lima komponen laporan keuangan yaitu 
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6. laporan posisi keuangan, laporan rincian aset wakaf, laporan aktivitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.  

7. Merujuk pada peraturan BWI Nomor 01 Tahun 2020 pasal 24 tentang 

pelaporan wakaf  dan  berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan pada BWUM Sumatera Barat diketahui bahwa sampai saat ini 

Nazhir BWUM Sumatera Barat belum pernah menyampaikan  laporan 

pengelolaan wakaf kepada BWI 

5.2   SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini,maka peneliti memberikan saran 

sebagai berikut :  

1. Diharapkan kepada BWUM Sumatera Barat menyesuaikan persentase sebaran 

investasi harta dalam bentuk wakaf uang sesuai dengan Undang-Undang No 4 

Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda 

wakaf  pasal 7 poin ke 7. 

2. Agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf pada BWUM 

Sumatera Barat sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan agar 

biaya operasional tidak lebih besar dibanding dengan pemanfaatannya maka 

BWUM Sumatera Barat dapat meminta biaya administrasi dan/atau biaya 

operasional kepada wakif dengan tidak mengurangi wakaf yang sesuai dengan 

peraturan BWI pasal 2 bagian ketiga. 

3. Mengingat BWUM sudah terdaftar sebagai Nazhir wakaf uang pada Badan 

Wakaf Indonesia (BWI)  maka diharapkan BWUM Sumatera Barat segera 

menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 112 dimana laporan 
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keuangan yang lengkap sesuai dengan PSAK 112 yaitu diantara lain : Laporan 

posisi keuangan,laporan rincian aset wakaf,laporan aktivitas,laporan arus 

kas ,dan catatan atas laporan keuangan 

4. Pelaporan pengelolaan wakaf pada BWUM  Sumatera Barat selain 

disampaikan kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat 

diharapkan juga menyampaikan pelaporan pengelolaan wakaf  tersebut kepada 

Badan Wakaf Indonsia agar sesuai dengan peraturan BWI Nomor 01 Tahun 

2020 pasal 24 tentang pelaporan wakaf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Afrizal, (2016). „‟Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung 

Pengguna Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu‟‟. 

Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.  

 

Arikunto,Suharsimi. (2000). „‟ Manajemen Penelitian‟‟.Jakarta. Jakarta : PT. 

Rineka Cipta. 

 

BWI.(2021). „‟Pengertian Wakaf‟.Dipetik Januari 10,2021,dari Badan Wakaf 

Indonesia : https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/. 

 

BWI.(2014).‟Tentang-Pedoman-Pengelolaan-Dan-Pengembangan-Harta-

Benda-Wakaf.pdf‟:  www.bwi.go.id/wp 

content/uploads/2019/09/Peraturan-BWI-No.-4-Tahun-2010- 

 

Badan Wakaf Indonesia, (2015). „‟Lembaga Keuangan Syariah Penerima 

Wakaf Uang‟‟. https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf-uang/data-

wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html. [Diakses 

pada 10 Januari 2021]. 

 

Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang,(2014). „‟Hak Dan Kewajiban 

Nazhir‟‟. https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-Nazhir. [Diakses 

pada 10 Januari 2021]. 

 

Chandrarin,Grahita. (2017). „‟Metode Riset Akuntansi‟‟. Jakarta : Salemba 

Empat. 

 

Departemen Agama RI, (2006). „‟Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di 

Indonesia‟‟.Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam. 

 

Gunawan,Imam. (2013). „‟Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik‟‟. 

Jakarta : PT. Bumi Aksara. 

 

Hazami,B. (2006). „‟Peran Dan Aplikasi Wakaf  Dalam Mewujudkan 

Kesejahteraan Umat di Indonesia‟‟. Analisis Jurnal.17(1) : 173-204. 

 

Hasan,Muhammad. (2002). „‟Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya‟‟. Jakartan : Ghalia Indonesia. 

 

Mahasin,Moh.Yazid, (2017). „‟Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Aset 

Wakaf Pada Badan Wakaf Indonesian Kota Malang‟‟.Skripsi. Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang. 

https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/
http://www.bwi.go.id/wp
https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf-uang/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html
https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-wakaf-uang/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html
https://bwikotamalang.com/hak-dan-kewajiban-nazhir


 
 

 
 

Muhammad Nuh, (2018). „‟Himpunan Peraturan Perundang Undangan 

Tentang Wakaf‟‟. Jakarta : UI-Press. 

 

Nurhayati,dkk. (2017). „‟Akuntansi Syariah Di Indonesia‟‟. Jakarta : Salemba  

Empat. 

 

Qur‟an,K. (2019,September 24). Dipetik Januari 10,2021,dari „‟Qur‟an 

Kemenag‟‟ : https://quaran.kemenag.go.id/. 

 

Rahman,A. (2019). „‟Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Islam 

dan Aplikasinya di Malaysia‟‟. Jhournal.17(1) : 113-152. 

 

Rozalinda. (2016). „‟Manajemen Wakaf Produktif”. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada. 

 

RI. 2006. “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan     

Peraturan     Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 

Pelaksanaannya”. Jakarta: Dirjen. Bimas Islam Depag RI. 

 

Thaheransyah, & Sari, L. K. (2020). Manajemen Organisasi Badan Wakaf 

Uang Muhammadiyah (BWUM) Sumatera Barat Tinjauan 

Pengorganisasian. Al-Hikmah Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi , Vol 

7 Hal 2. 

 

Zadzil Baihaqi,Makrufah islamiah, Muhammad Aris Munandar. (2020). „‟                     

P       Penguatan Akuntabilitas Wakaf (Ilustrasi pada Kasus Wakaf Uang dan    

W    Wakaf Saham)‟‟Jurnal  Akun Nabelo : Jurnal Akuntansi Netral,Akuntansi             

b        Objektif Vol 4 Nomor 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://quaran.kemenag.go.id/


 
 

 
 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Penelitian 

 
 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 2. Surat Izin Permohonan Penelitian Pada BWUM Sumatera 

Barat 

 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 3. Hasil Wawancara dan Foto bersama Ketua BWUM Sumatera Barat 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Lampiran 4. Foto bersama Kepala Kantor BWUM Sumatera Barat 

 



 
 

 
 

Lampiran 5. Foto bersama Foundraising BWUM Sumatera Barat 

 



 
 

 
 

Lampiran 6. Daftar Konsultasi  Bimbingan Skripsi 

 



 
 

 
 

Lampiran 7. Laporan Keuangan BWUM Sumatera BaratTahun 2018-2019 

  

  

 



 
 

 
 

 

Lampiran 8. Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

Lampiran 9. Sertifikat wakaf untuk wakif 

 

  

  
 

 



 
 

 
 

Lampiran 10. Mekanisme Alur Berwakaf BWUM  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


